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ABSTRAK

Umi Kalsum  : Eksistensi Bangsawan (Golongan Darah Biru) dalam pemerintah Kabupaten
Sumenep (Studi tentang Partisipasi Politik Golongan Darah Biru).

Studi ini mengkaji tentang Eksistensi Bangsawan di Kabupaten Sumenep dalam Studi
Partisipasi Politik Golongan Darah Biru. Bangsawan yaitu seorang atau kelompok yang
memiliki titisan keturunan raja yang dipimpin secara turun menurun. Dan mempunyai
kedudukan tinggi, di hormati serta disegani dari kalangan masyarakat lainnya itu sendiri.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan
jenis penelitian field reseach (penelitian lapangan). Adapun tentang metode pengumpulan
data yang digunakan dengan cara Snowball melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sedangkan teori yang dipakai adalah Teori Partisipasi Politik.

Eksistensi bangsawan memiliki beberapa kriteria yakni pertama, eksistensi
bangsawan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, sentana ageng (bangsawan besar), sentana
(bangsawan), dan sentana alit (bangsawan kecil). Kedua, keturunan bangsawan di kalangan
masyarakat sangat dihormati dan disegani. Ketiga, dilihat dari simbol yang dimiliki oleh
bangsawan yakni Bahasa, Gelar, Pemakaman Khusus dan Organisasi bangsawan.

Temuan Penelitian tentang partisipasi politik bangsawan yaitu pertama, dibagi
menjadi dua wadah organisasi yakni Perfas dan Forsigemas. Organisasi yang dinaungi oleh
lingkup bangsawan guna mempersatukan keluarga besar keturunan raja kraton. Kedua, lewat
organisasi, LSM, aktif di partai politik, dan beberapa siantaranya aktif di pemerintahan,
meskipun hanya di level kecamatan, yakni camat. Bentuknyadapat dibagi secara stuktural
dan non struktural. Struktural adalah dilakukan oleh kalangan bangsawan dengan terjun
langsung di pemerintahan Kabupaten Sumenep. Non struktural adalah kalangan bangsawan
melalui partisipasi sosial dengan menyatukan aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi dan
ikut andil terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep yang dapat
merugikan kesejahteraan rakyat, dan menyatukan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan partisipasi politik keturunan
bangsawan semakin menurun dalam berpartisipan terhadap politik. Dengan alasan bahwa
tidak adanya penerus raja yang menjadi pemimpin di pemerintahan di Kabupaten Sumenep.
Dan partisipasi politik bangsawan lebih cenderung kepada Spectator yakni hanya aktif
menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan mengikuti aturan yang ada.

Key Word : Bangsawan, Partisipasi politik
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Suramadu, Madura sebagai bagian daerah yang tidak dapat
terpisahkan dari negara Indonesia, mau tidak mau harus terus berbenah diri
baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) nya maupun aspek sumber daya
alam (SDA) nya, terlebih setelah era desentralisasi bergulir deras. Reformulasi
desentralisasi ke depan mestinya lebih pada penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan penyerahan kewenangan,
pemerintah daerah dan masyarakatnya akan memiliki hak penuh (otonomi),
baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi
kebijakan.

Pemerintah daerah yang mengatur dan mengelola sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas-tugas yang dibebannya,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.'

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,
hal. 1.

1



Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan adanya otonomi
daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk
mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan hak kepada.
masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama,
baik dalam memperjuangkan kepentingan pemerintah maupun dalam
mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dewasa ini, semakin banyak orang yang menyadari bahwa politik
merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir di
mana-mana, sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi
kehidupan masyarakat sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok dari
masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak
peduli apakah masyarakat ikut mempengaruhi proses politik atau tidak.”

Robson dalam konsepsi Ramlan Surbakti sebagai salah seorang yang
mengembangkan pandangan tentang kekuasaan merumuskan, bahwa ilmu
politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan,
mempengaruhi pihak lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik
mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat,
yakni sifat, hakekat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil
kekuasaan.’

Oleh karena itu, masyarakat Madura khususnya para bangsawan yang

mempunyai pengaruh dan kekuasaan hendaknya dapat ikut andil dalam

? Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal.1.
} Ibid., hal. 7.



dinamika perpolitikan yang terjadi disekitarnya karena dengan adanya peran
serta masyarakat dalam perpolitikan di daerahnya dapat mengendalikan
kebijakan-kebijakan pemerintah, baik positif maupun yang negatif. Dengan
demikian, asas-asas demokratis dan kesejahteraan masyarakat bisa tetap terjaga
dan bisa dilaksanakan karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya
kepada pemerintah melalui para bangsawan atau tokoh masyarakat tersebut.

Henry B. Mayo menyatakan bahwa sistem politik yang demokratis ialah
dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil
yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala
yang diselenggarakan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam
suasana terjaminnya kebebasan politik.*

Menurut berbagai literatur sejarah, Madura tidak pernah menjadi
kesatuan politik yang berdiri sendiri. Sebelum wilayah itu dimasukkan ke
dalam negara kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800, dan kemudian dalam
negara Indonesia, Madura terdiri dari beberapa kerajaan yang saling
bersaingan. Selain itu, sampai VOC muncul kerajaan-kerjaan tersebut sedikit
banyak tergantung pada kerajaan-kerajaan yang lebih besar yang berpusat di
pulau Jawa. Antara tahun-tahun 1100 dan 1700 berturut-turut kerajaan-
kerajaan di Madura berada di bawah supremasi kerajaan-kerajaan Hindu di
Jawa Timur, negara-negara Islam pesisir Demak dan Surabaya, dan kerajaan

Mataram di Jawa Tengah.’

4 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,.
2008), hal. 61

5 Huub de Jonge, Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan
Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal. 44.



Sumenep, sebagai salah satu kota dari empat kota yang terdapat di
pulau Madura merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di ujung timur pulau
Jawa ini, tentu tidak bisa lepas dari pengaruh kehadiran jembatan Suramadu
yang bahkan sejak sebelum kelahirannya telah menuai pro-kontra. Menurut
sejarah, sumenep merupakan daerah yang dahulu diperihat atau dipimpin oleh
seorang raja. Diantara raja-raja yang pernah memimpin sumenep, yaitu:®

1. Jaman Pemerintah Kerajaan Arya Wiraraja
Arya Wiraja dilatik sebagai Adipati pertama Sumenep pada tanggal
31 Oktober 1269, yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi Kabupaten
Sumenep. Selama dipimpin oleh Arya Wiraja, banyak kemajuan yang
dialami kerajaan Sumenep. Pria yang berasal dari desa Nangka Jawa
Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan/kemampuan yang baik. Arya
Wiraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu
penasehat/pengatur strategi, analisanya cukup tajam dan terarah sehingga
banyak yang mengira Arya Wiraja adalah seorang dukun. Adapun jasa-
jasa Arya Wiraja:
a. Mendirikan Majapahit bersama dengan Raden Wijaya.
b. Menghancurkan tentara Cina/tartar serta mengusirnya dari tanah Jawa.
2. Pangeran Jokotole
Pangeran Jokotole menjadi raja Sumenep yang ke 13 selama 45
tahun (1415-1460). Jokotole da adiknya bernama Jokowedi lahir dari

Raden Ayu Potre Koneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari

6 L ihat http://www.sumenep.go.id/ di akses Hari Sabtu, Tanggal 05-05-2012, pukul 18.25



perkawinan bathin (melalui mimpi) dengan Adipoday (Raja Sumenep ke
12). Karena hasil dari perkawinan Bathin itulah, maka banyak orang yang
tidak percaya. Dan akhirnya, seolah-olah terkesan sebagai kehamilan
diluar nikah. Akhimya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya,
sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal
yang aneh dan diluar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya maka
kelahiran bayi RA Potre Koneng langsung diletakkan di hutan oleh
dayangya. Dan, ditemukan oleh Empu Kelleng yang kemudian disusui
oleh kerbau miliknya.
. Raden Ayu Tirtonegoro Dan Bindara Saod

Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita
dalam sejarah kerajaan Sumenep sebagai Kepala Pemerintahan yang ke 30.
Menurut hikayat RA Tirtonegoro pada suatu malam bermimipi supaya
Ratu kawin dengan Bindara Saod. Setelah Bindara Saod dipanggil,
diceritakanlah mimpi itu. Setelah ada kata sepakat perkawinan
dilaksanakan, Bindara Saod menjadi suami Ratu dengan gelar

Tumenggung Tirtonegoro.

. Panembahan Somala

Bandara Saod dengan isterinya yang pertama di Batu Ampar
mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saod itu datang
ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua yang
bernama Somala terlebih dahulu dalam menyungkem kepada Ratu

sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya



(Bindara Saod). Saat itu pula keluar wasiat Sang Ratu yang dicatat oleh
sektretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kelak kemudian hari
apabila Bindara Saod meninggal maka yang diperkenankan untuk
mengganti menjadi Raja Sumenep adalah Somala. Setelah Bindara Saod
meninggal 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal tahun 1762,
sesuai dengan wasiat Ratu yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala
dengan gelar Panembahan Notokusumo I.
5. Sultan Abdurrachman Pakunataningrat
Sultan Abdurrachman Pakunataningrat bernama asli Notonegoro
putra dari Raja Sumenep yaitu Panembahan Notokusumo I. Sultan
Abdurrachman Pakunataningrat mendapat gelar Doktor Kesusastraan dari
pemerintah Inggris, karena beliau pernah membantu Letnan Gubernur
Jendral Raffles untuk menterjemahkan tulisan-tulisan kuno di batu
kedalam bahasa Melayu. aBeliau memang meguasai berbagai bahasa,
seperti bahasa Sansekerta, Bahasa Kawi, dan sebagainya. Serta ilmu
pengetahuan dan Agama. Disamping itu pandai membuat senjata Keris.
Sultan Abdurrachman Pakunataningrat dikenal sangat bijaksana dan
memperhatikan rakyat Sumenep, oleh karena itu ia sangat disegani dan
dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep sampai sekarang.
Salah satu kerajaan yang sampai saat ini bisa dilihat ornamen
peninggalannya adalah kerajaan Sumenep. Dalam Nagarakertagama, salah

satu kekawin dari tahun 1365, terdapat ungkapan dari salah seorang penyair

istana terkemuka Majapahit, bahwa seorang raja di kerajaan kecil Sumenep di



Madura Timur adalah bekas pejabat pada istana Singasari. Di zaman
Majapahit, beberapa keluarga kerajaan Madura memiliki hubungan keluarga
dengan bangsawan istana Jawa. Para raja di pulau Madura berkewajiban
menyerahkan upeti-upeti tertentu, mungkin juga tenaga-tenaga kerja, kepada
raja tertinggi di Jawa dan pada waktu tertentu menyatakan kesetiaan mereka,
antara lain dengan memberikan pengakuan, melakukan kunjungan kehormatan,
dan ikut serta dalam pesta-pesta di istana.

Sampai saat ini, hakikat-hakikat budaya dahulu seperti adat isitiadat,
sopan santun, masih melekat pada jiwa masyarakat yang memiliki keturunan
bangsa Kraton yang disebut keturunan Bangsawan (Darah Biru). Sedangkan
arti dari golongan Bangsawan (Golongan Darah Biru) yaitu darah biru hanya
kiasan kata saja, yang artinya masih ada keturunan dari kalangan ningrat atau
priyayi yang ketika waktu zaman dahulu ialah kalangan bangsawan yang
dianggap mempunyai derajat yang cukup tinggi dibanding kalangan lain.

Bagi masyarakat sumenep, golongan bangsawan merupakan golongan
yang sangat dihormati dan disegani, bahkan hingga saat ini walaupun sebagian
dari mereka yang mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan. Di
samping itu, golongan bangsawan yang ikut berperan aktif dan duduk di
pemerintahan kota Sumenep sangat disegani dan berkarisma. Pada pemilukada,
masyarakat sumenep baik dari kalangan bangsawan maupuﬂ kalangan biasa
berpartisipasi secara demokratis tanpa ada diskriminasi dan mengusik antara

satu dengan yang lainnya.



Ini dipertegas dengan teori partisipasi politik yang diungkapkan oleh
Samuel P Huntington dalam konsepsi Miriam Budiardjo yaitu kegiatan warga
yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi
pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat individual atau
kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau
dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.’

Dari uraian teori diatas, salah satu bentuk partisipasi dalam kaitannya
eksistensi Bangsawan Kabupaten Sumenep yaitu: Ada dua organisasi khusus
bangsawan di Kabupaten Sumenep. Pertama adalah Persatuan Family Semolo
(PERFAS) meliputi ketua dan pengurusnya adalah kalangan bangsawan yang
sepﬁh—sepuh. Kedua adalah Forum Silaturrahmi Generasi Muda Semolo
(FORSIGEMAS) yang diketuai dan semua anggotanya adalah pemuda-pemuda
bangsawan. Kedua organisasi ini adalah wadah budaya karena orang-orangnya
adalah pelaku sejarah. Di samping itu, organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS
merupakan simbol pengganti kedudukan Raja di tengah-tengah masyarakat
Sumenep. Organisasi inilah yang digunakan baik dalam hal politik, sosial,
budaya dan lain sebagainya.

Deskripsi di atas telah menggerakkan penulis untuk melakukan
penelitian secara mendalam tentang adanya eksistensi Bangsawan (Golongan
Darah Biru) dalam pemerintah kabupaten Sumenep dalam kajian Partisipasi

politik.

" Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), hal. 368



B. Rumusan Masalah
Melalui latarbelakang masalah yang telah penulis paparkan di atas,
maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimanakah FEksistensi Bangsawan (Golongan Darah Biru) dalam
pemerintah di kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana partisipasi politik yang ditunjukkan oleh Bangsawan
(Golongan Darah Biru) terhadap pemerintah di Kabupaten Sumenep?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan
penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui Eksistensi Bangsawan (Golongan Darah Biru) dalam
pemerintah di Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui partisipasi politik yang ditunjukkan oleh Bangsawan
(Golongan Darah Biru) terhadap pemerintah di kabupaten Sumenep.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritik
Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dalam disiplin
ilmu politik, khususnya yang membahas tentang Eksistensi Bangsawan
dalam partisipasi politik bangsawan (golongan darah biru) di
Kabupaten Sumenep.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kehidupan kalangan

masyarakat maupun pemerintahan. Karena keturunan bangsawan
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memiliki perbedaan dari kalangan pemerintah maupun masyarakat.
Dengan ini akan diketahui bahwa selama ini Eksistensi Bangsawan
(Golongan Darah Biru) masih ikut serta berpartisipan dalam
pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep. Walaupun keberadaan

Bangsawan hanya sebagai menjalankan roda pemerintahan saja.

E. Definisi Konsep

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang pengertian judul

skripsi ini, maka peneliti tegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul

skripsi ini, sebagai berikut:

1.

Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan®,
sesuatu yang membedakan antara suatu benda ke benda yang lainnya.
Sedangkan dalam konteks politik, eksistensi adalah keberadaan munculnya
berbagai .

Bangsawan

Golongan bangsawan menduduki tempat dipuncak stratifikasi sosial.
Golongan pertama adalah kaum bangsawan merupakan keturunan
langsung dari raja yang pertama, sedangkan golongan kedua adalah
golongan bangsawan yang tidak ada hubungannya dengan keturunan

bangsawan yang pertama. Namun golongan bangsawan yang kedua tetap

¥ Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, Kamus limiah Populer (Surabay: Arkola, 1994)

Hal. 133
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disebut golongan bangsawan karena selain benda kebesaran, berjasa pula
atas wilayah-wilayah tertentu dengan cara turun temurun’.
3. Pemerintah Daerah Sumenep
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten  dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09)"°
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Partisipasi Politik
Menurut Samuel P Huntington, Partipasi politik adalah kegiatan warga
yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk
mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa
bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau
sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif
atau tidak efektif."’
F. Kajian Pustaka
Dari hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti

memperoleh hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

% Anwar Thosibo, Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan
Abad XIX, (Magelang: Indonesia Sera (Anggota Ikapi), 2002), hal. 35-36

1° http//.Sumenep.go.id. diakses pada tanggal 23 September 2012 pukul 08.55 WIB

I' Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Iimu Politik., hal. 368
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dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan,
sebagai berikut:
1. Hasil riset

Penelitian yang berjudul: “Perilaku dan Tradisi masyarakat
Bangsawan di Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Kabupaten
Sumenep.”'? Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimana pola kehidupan
sehari-hari masyarakat bangsawan di kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota
Kabupaten Sumenep dan Bagaimana cara mereka mempertahankan prilaku
dan tradisi itu.

Hasil dari penelitian tersebut, bahwa masyarakat Sumenep
khususnya dikelurahan Kepanjin, sampai saat ini masih begitu besar
penghormatan dan penghargaannya kepada keturunan keraton
(bangsawan) yang hidup di tengah-tengah mereka. Kewibaan dan
pengaruh para bangsawan ini karena budi luhur perilaku dan tradisinya
sehingga dijadikan pedoman dan dianut oleh seluruh masyarakat.

2. Literatur buku

a. Bindara Akhmad, Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta

Tokoh di Dalamnya (Sumenep: Barokah, 2011).

Buku ini menjelaskan sejarah singkat sumenep dan riwayat hidup
petinggi Kraton sumenep yang berguna bagi peneliti untuk menjadi

acuan sejarah secara lengkap di kabupaten sumenep.

'2 Mukhlis, 2008, “Perilaku dan Tradisi masyarakat Bangsawan di Kelurahan Kepanjin Kec.
Kota Kab. Sumenep,” Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
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b. M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta: PT
Serambi Ilmu Semesta, 2008).
Dalam buku ini memaparkan tentang sejarah Indonesia modern tahun
1200-2008 yang bagi peneliti menjadi referensi acuan dalam sejarah-

sejarah yang ada di sumenep.

¢. Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 1992).

Penambahan atas tulisan dasar-dasar ilmu politik, buku ini sebagai
referensi dalam mengetahui ilmu politik terutama dalam kajian yang
terpenting bagi para peneliti.

Dari hasil penelitian yang ditemukan diatas, belum ada penelitian
yang mendalam dengan memfokuskan pada Eksistensi Bangsawan (Golongan
Darah biru) di pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut dalam objek kajian
sebagaimana yang penulis teliti. Adapun titik fokus yang akan penulis teliti
adalah Eksistensi Bangsawan di Pemerimtah Kabupaten Sumenep. Dengan
demikian, Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan tidak adanya peneliti-
peneliti sebelumnya.

. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi yang umum dilakukan
untuk mencoba mengumpulkan data serta menganalisanya. Selain itu, bahwa
dengan mengaplikasikan metode penelitian yang sesuai akan memudahkan

untuk melakukan atau menyikapi suatu problem yang diteliti.



14

Seperti yang diungkapkan oleh Sumadi dalam buku Merode
Penelitian, yaitu penelitian  dilakukan karena adanya hasrat keinginan
manusia untuk mengetahui, yang berawal dari kekaguman manusia akan alam
yang dihadapi, baik alam semesta ataupun sekitar.'*

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah usaha dalam bidang ilmu pengetahuan yang
secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta
baru." Berdasarkan jenisnya penelitian ini tergolong penelitian kualitatif
karena ditujukan untuk menggali suatu fakta atau informasi. Menurut
Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong, metodologi
penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamat;.'®

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan
peristilahannya.'® Berdasarkan pada definisi-definisi ini, dalam penelitian
kualitatif peneliti akan terjun secara langsung terhadap informan yang
diteliti, yakni Pemerintah Kabupaten Sumenep dan pihak pengelola

Keraton.

" Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2
14 Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hal. 1.

' Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya
2007), hal 3.

' Ibid
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2. Tahap-Tahap Penelitian
a. Tahap pra Lapangan
Pada tahap pra lapangan ini, peneliti melakukan empat
kegiatan yaitu, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan,
meminta perizinan pihak pemerintah Sumenep dan Keraton, memilih
dan memanfaatkan informasi serta menyiapkan perlengkapan
penelitian.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan
Dalam tahap ini ada tiga hal yang harus dilakukan peneliti,
yaitu:
1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
2) Memasuki lapangan
3) Berperan dan mengambil serta mengumpulkan data
c. Tahap mengelolah Data
Peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif
dalam mengelola hasil penelitian.
d. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian
Adapun di tahap terakhir ini adalah penyusunan laporan
penelitian, peneliti mengkomunikasikan masalah yang diteliti, hal ini
untuk mendukung keabsahan penelitian.
3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data
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Sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti ada dua macam,
sebagai berikut:
1) Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data utama yang sangat
dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut Lofland dalam bukunya
Lexy J. Moleong yaitu sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data utama ini
dapat diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara dengan
informan dan dapat dicatat melalui catatan tertulis."’

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa
informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan
dengan tema penelitian. Informan sendiri terbagi menjadi 2 bagian
Yaitu lingkaran dalam dan lingkaran luar. lingkaran dalam adalah
adanya eksistensi bangsawan yang menduduki di pemerintah
kabupaten Sumenep serta beberapa masyakat yang asli keturunan
Bangsawan (Darah Biru) yang bertempat di Panembahan Semolo.
Sedangkan lingkaran luar yakni masyarakat yang pada dasarnya
memiliki keturunan Bangsawan di Kabupaten Sumenep. Untuk
mendapatkan sumber data utama ini, maka peneliti akan melakukan
wawancara secara mendalam terhadap informan, baik dan pihak

pemerintahan maupun pengelola Keraton Sumenep.

17 Ibid., hal. 112.
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Penelitian ini mengambil sample dengan cara snow ball.
Cara kerjanya adalah pertama-tama mewawancarai informan dari
salah seorang, kemudian informan tersebut memberikan informasi
bahwa ada orang lain yang juga terkait dengan eksistensi
bangsawan dalam pemerintah kabupaten Sumenep. Selanjutnya
peneliti mendatangi informan yang dimaksud dan seterusnya.'®
Pencarian data berakhir jika data yang diperoleh sudah mencapai
titik jenuh.

Adapun informan awal dalam penelitian Eksistensi
Bangsawan (Golongan Darah Biru) dalam pemerintah Kabupaten
Sumenep antara lain yaitu: berawal dari seorang teman yang juga
memiliki keturunan bangsawan, kemudian dikenalkan dengan pak
H. Zainal (Sekretaris Komisi B), lalu dari beliau inilah peneliti
ditunjukkan ke beberapa orang dari berketurunan bangsawan yang
menggeluti pemerintahan serta penerus kraton Sumenep.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data kedua sesudah
sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini
adalah data sekunder.'” Fungsi sumber sekunder adalah sebagai
data pendukung dari sumber primer. Sumber data sekunder

diperoleh dari hal — hal yang berkaitan dengan penelitian, antara

18 Burgess, Robert G., In The Field: An Introduction to Field Researsh, (London: George
Allen & Unwin Publishers Ltd, 1984), Hal: 55

' Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif
(Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), hal. 129.
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lain buku, jurnal, artikel, koran online, media internet, dan berbagai
dokumentasi pribadi maupun resmi.
b. Jenis Data
Data adalah hasil pencatatan peneliti, yang berupa angka
maupun fakta. Dengan kata lain sebuah angka maupun fakta bisa
dijadikan bahan menyusun informasi. Untuk mendapatkan hasil
penelitian ini memerlukan jenis data kualitatif, yaitu data yang
dinyatakan dalam bentuk uraian atau kalimat, bisa berupa gambaran
umum, para pembimbing dan para ahli.
4. Metode Pengumpulan Data
Data memegang peranan yang sangat penting dalam suatu
penelitian. Benar tidaknya data akan mempengaruhi hasil penelitian dan
benar tidaknya data tergantung pada metode pengumpulan datanya. Data
yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode
dokumentasi, dan metode wawancara.
a. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang digunakan
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
pengindcraan.20 Maka, hasil observasi yang dilakukan peneliti adalah
memperhatikan hubungan baik antara peneliti dengan informan.
Karena hal tersebut menjadi hambatan utama terhadap keberhasilan

observasi agar informan dapat menerima peneliti tanpa harus dicurigai.

2 Bungin. Burhan. Penelitian ... Hal.115
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Karena itu, kesadaran diri (self awareness) peneliti digunakan dalam
mengendalikan semua keterbatasan ini.
Metode Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.”! Interview ini dilakukan dengan beberapa orang yang
relevan dengan kebutuhan data yang akan dicari/diteliti yang
berhubungan dengan judul ini. sedangkan wawancara mendalam (/n-
depth interview) merupkan suatu cara mengumpulkan data atau
informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan,
dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik tang
diteliti.2
Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik atau metode untuk mencari
data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, prasasti, majalah,
agenda, transkrip, koran, buku, surat kabar, notulen rapat, lengger, dan

sebagainya.?

2! Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

hal.70.

22 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian

Kontenztf

orer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 157-158
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka

Cipta, 1998), hal. 236.
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Metode dokumentasi ini dipakai untuk menghimpun data yang
berhubungan dengan sistem pemerintahan di Kabupaten Sumenep serta
bagaimana Eksistensi Bangsawan di dalamnya.

5. Tekhnik Analisa Data

Analisa data merupakan langkah yang sangat penting dalam
penelitian, sebab dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab
suatu rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Adapun teknik
analisa data menggunakan metode induktif.

Metode Induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari faktor-
faktor yang bersifat khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta
yang khusus atau peristiwa konkret tersebut ditarik satu generalisasi atau
kesimpulan yang bersifat umum.**

Penelitian ini dalam menganalisa keturunan bangsawan
berdasarkan pendekatan genealogi. Genealogi Foucault adalah semacam
sejarah yang melukiskan pembentukan macam-macam pengetahuan,
diskursus, objek-objeknya, dan seterusnya. Genealogi merupakan
pemutusan kontinuitas sejarah. Anggapan mengenai kontinuitas sejarah
dihasilkan oleh subjek historis, yaitu sejarahwan atau masyarakat
pengingatnya, pemutusan adalah suatu decentring of the subject,
penghapusan subyek itu sendiri.®> Dalam kaitannya genealogi bangsawan

di kabupaten Sumenep.

24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM,
Yogyakarta, 1986), hal. 42.

% F Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas (Yogyakarta: Kanisius
(Anggota IKAPI), 2003), hal. 186
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Sesuai dengan tujuan penelitian, maka setelah data terkumpul,
proses selanjutnya adalah penyederhnaan data yang di peroleh dalam
bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi, yang pada
hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang
ada. Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka data akan dapat
dideskripsikan sedetail mungkin dengan uraian-uraian kualitatif Karena
itulah data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.
Artinya, dari data yang ada dianalisa serinci mungkin dengan jalan
mengabstraksikan secara teliti setiap informasi yang diperoleh dilapangan,
sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menganalisis data
kualitatif (Miles dan Huberman) adalah sebagai berikut :

1) Reduksi data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi data
yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat
memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, 26

Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan
pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana
yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

%6 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif (Surabaya:
UNESA University Press, 2007), hal. 32.



2)

3)

22

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat
diverifikasi dan dapat ditarik kesimpulan akhir.”’
Display Data

Display data merupakan proses menampilkan data secara
sederhana dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif dengan maksud
agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar
untuk mengambil kesimpulan yang tepat.”®

Data-data tersebut berupa data tentang pandangan informan
mengenai eksistensi Bangsawan (Golongan Darah Biru) dalam
pemerintah Sumenep.
Verifikasi dan Simpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus membuat
simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan tersebut
harus dicek kembali (verifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh
peneliti dan kemudian dibuat suatu kesimpulan akhir yang sesuai
dengan fokus penelitian dalam skripsi ini.?® Ketiga proses tersebut

dapat digambarkan dalam alur berikut:*°

7 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT Remaja Rosda
karya, 2001), hal. 194.

2 yatim Riyanto, Metodologi., hal. 33.

® Ibid., hal. 34.

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),

hal. 247
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H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Dalam Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar
belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan rumusan masalah yang
hendak dijelaskan dalam bab berikutnya.

Bab II : Bab ini berisi tentang kerangka konseptual dan teori,
meliputi teori tentang pastisipasi politik dan teori elit.

Bab III : Bab ini berisi tentang deskripsi umum kajian penelitian
yakni deskripsi setting penelitian dan data hasil temuan yang diperoleh
peneliti dari lapangan.

Bab IV : Bab ini berisikan tentang analisa pembahasan yang meliputi
eksistensi/keberadaan bangsawan dan partisipasi politik di pemerintah
kabupaten Sumenep.

Bab V : Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari pembahasan

pokok permasalahan berserta saran.



BAB 11

PARTISIPASI POLITIK dan TEORI ELIT

A. Partisipasi Politik
1. Pengertian Partisaipasi Politik
Partisipasi secara bahasa (etimologi) berarti pengambilan bagian
di dalamnya, keikutsertaan, peran serta, penggabungan diri.! Politik adalah
ilmu kenegaraan, tata negara yang menunjukkan pemikiran dan bertujuan

2

untuk mendapatkan kekuasaan.” Sedangkan partisipasi politik secara istilah

(terminologi), terdapat beberapa definisi, yang didefinisikan oleh beberapa para

ahli. Adapun beberapa definisi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik secara umum
adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih
pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung,
memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).’

b. Herbert McClosky dalam Konsepsi Miriam Budiardjo mendefinisikan
bahwa partisipasi politik yaitu: “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam

! Pius A Partanto, Kamus Ilmiah popular, (Surabaya: Arkola,1994), hal. 572.

2 Ibid., hal 608.

* Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), hal. 367.

25
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proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung

dalam proses pembentukan kebijakan umum.”*

C. Samuel P Huntington dalam konsepsi Miriam Budiardjo bahwa
partisipasi politik ialah kegiatan warga yang bertindak sebagai
pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan
keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat individual atau
kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai
atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.’

Dari paparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pastisipasi
politik merupakan berntuk peran serta masyarakat melalui kegiatan-
kegiatan partisipatif dan sukarela dalam mempengaruhi dan mengontrol
proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan pelaksanaannya yang di
buat oleh pemerintah.

Terlebih di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa
banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini
tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan
memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-
kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan
memiliki kadar keabsahan (legitimacy) yang tinggi.6

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya
dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa

banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi

* Ibid, Dasar-dasar Ilmu Politik, hal. 367.
SIbid, Dasar-dasar Ilmu Politik, hal. 368.
% Ibid., hal. 369.
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pula, dikhawatirkan bahwa jika pelbagai pendapat dalam masyarakat tidak
diketemukan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan
dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa
kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap
menunjukkan legitimasi yang rendah pula.7

Menurut Druker dalam konsepsi Riant Nugroho mengatakan:
“Bahwa hampir dua abad kita mendiskusikan apa yang seharusnya
dilakukan oleh pemerintah, tetapi secara tidak adil kita tidak pernah
mendiskusikan apa yang dapat dilakukan pemerintah. Barangkali ini
karena keterjebakan kita pada obsesi yang terbawa dalam setiap teori
pembangunan dan teori kekuasaan politik yang kita bawa sejak abad-19
tentang negara kesejahteraan, bahwa tugas negara adalah menyejahterakan
seluruh isi negara.”gNegara yang dimaksud yaitu mengenai suatu
pertahanan dalam menjalankan roda pemerintahan melalui kebijakan-
kebijakan yang ada.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa partisipasi politik yang
dilakukan oleh warga atau masyarakat baik secara perorangan maupun
secara kelompok mempunyai peranan dan pengaruh yang cukup urgen
dalam mengontrol keputusan dan kebijakan politik yang dilakukan oleh
pemerintah, karena dengan adanya partisipasi politik yang aktif dan
komunikatif antara masyarakat dan pemerintah maka akan terjalin

hubungan dan komunikasi yang baik, dapat melaksanakan serta

7 o
Ibid
¥ Riant Nugroho, Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model
Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), hal. 11.
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menegakkan keputusan politik, dan dapat mempengaruhi perilaku politik

masyarakat terhadap lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan

keputusan politik, karena menyangkut kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson
mendefinisikan bahwa partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga
sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pemerintah. Beberapa aspek dari definisi inti ini adalah:’

a. Mencakup berbagai kegiatan politik. Partisipasi politik juga
mencakup orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik.
Pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-
perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-
persepsi tentang relevansi politik, yang semua itu seringkali dapat
berkaitan erat dengan tindakan politik, akan tetapi sering juga tidak.

b. kegiatan politik warga negara sipil, atau lebih tepat lagi, perorangan-
perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara sipil. Dengan
demikian ada perbedaan antara partisipasi politik dan orang
profesional di bidang politik. Seorang profesional politik adalah orang
yang pekerjaan utamanya berpolitik dalam pemerintahan. Konsep
partisipasi  politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat
pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon politikus dan lobbyst

professional yang bertindak di dalam sejumlah peranan tersebut.

° Mansyur Semma, Negara Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia
Indonesia, dan Perilaku Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal. 98
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c. kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan
pemerintah. Kegiatan demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat
umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai wewenang
untuk mengambil keputusan dan yang final mengenai pengalokasian
nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat. Pendek kata,
partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah berbagai
keputusan pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau
mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan
permainan politik. Keempat, mencakup semua kegiatan yang
dimaksud untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah
kegiatan itu benar-benar mempunyai efek.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik memiliki empat

konsep, yakni:'o

a. Voice (suara), yang terkait dengan aspirasi masyarakat dalam
mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah lokal

b. Akses, yakni kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk masuk
atau mencapai akses terhadap pembuatan keputusan maupun

pengelolaan sumber daya lokal

19 Ahmad Satori dan Taufiq Nurohman, “Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Formulasi
Kebijakan”, dalam journal.unsil.ac.id/index.php[ﬁnish/38-volume-3-n0—I/Z]O-partisipasi—polirik-
masyarakat-adat-dalam-deskripsi—tentang—partisipasi—po[itik-masyarakat—kampung-kuta-daIam-
formulasi-kebijakan-di-desa-karangpaninggal-kecamatan-tambaksari—kabupaten-ciamis.diakses
pada hari Jum’at tgl 13 juli pada pukul 20.10
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. Ownership (kepemilikan), yaitu rasa memiliki dan tanggung jawab
masyarakat terhadap kebijakan maupun sarana prasarana, dan
pelayanan publik barang-barang publik

d. Control, yaitu kesempatan dan kapasitas masyarakat menilai dan
melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan lokal maupun
kebijakannya

Oleh karena itu, menurut hemat peneliti apabila kita melihat
partisipasi politik bangsawan di pemerintah kabupaten Sumenep tergolong
cukup walaupun hanya sebagian dari keturunan bangsawan yang eksis
dalam pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah berupa cagar budaya
inilah merupakan bentuk konkrit dari partisipasi itu sendiri dalam arti yang
nyata.

2. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Lester W Milbarth dan M. Goel dalam konsepsi Ramlan

Surbakti bahwa tipologi partisipasi politik berdasarkan tingkatannya

terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:"’

a. Gladiator

Gladiator yang menempati tempat tertinggi dalam piramida
tingkatan partisipasi politik. Galdiator ini merupakan pemain atau
orang yang sangat aktif dalam dunia politik atau proses dalam

pembuatan keputusan.

b. Spectator

"' Ramlan Surbakti, Memahami Imu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal. 182-183
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Spectator yang menempati tingkatan kedua dalam piramida
tingkatan partisipasi politik. Spectator ini merupakan penonton atau
orang yang hanya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu,
selebihnya spectator ini hanya melakukan partisipasi dalam wilayah
output seperti mentaati hukum atau aturan-aturan, membayar pajak
atau retribusi ataupun memelihara ketertiban dan keamanan.

c. Aphathethics yang menempati tingkatan terendah dalam piramida
tingkatan partisipasi politik. Aphatetich ini dengan kata lain adalah
apatis atau orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak
mempergunakan hak pilihnya, termasuk di dalamnya tindakan untuk
tidak melakukan apa-apa, seperti tidak memilih, tidak membayar
pajak, tidak mentaati peraturan secara sengaja.

3. Model Partisipasi Politik
Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan
partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar:

Conventional dan Unconventional. Conventional adalah mode klasik

partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode

partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an
dan 1950-an. Unconventional adalah mode partisipasi politik yang tumbuh
seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (New Social Movements). Dalam

gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan
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(environmentalist), gerakan perempuan gelombang 2 (feminist), protes

mahasiswa (students protest), dan terror. '

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan”

partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik

mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P.

Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik

menjadi:'?

a.

Kegiatan Pemilihan: yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan
umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan
bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha
mempengaruhi hasil pemilu;

Lobby: yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi
pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka
tentang suatu isu;

Kegiatan Organisasi: yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi,
baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi
pengambilan keputusan oleh pemerintah;

Contacting: yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun
jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi
keputusan mereka, dan

Tindakan Kekerasan (violence): yaitu tindakan individu atau kelompok

guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan

12 Ibid
'3 Ibid

., hal. 184
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kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-
hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan
pemberontakan.
Berbagai bentuk partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai
kegiatan warga negara yang mencakup antara lain:'*

a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi
masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai
penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.

b. Lahimya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial
maupun pemberi masukan (input) terhadap kebijakan pemerintah.

c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara
untuk dipilih atau memilih, misalnya berkampanye dan menjadi
pemilih aktif.

d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna
pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui
unjuk rasa dan demonstrasi.

Terdapat beberapa rambu-rambu partisipasi politik yang harus
dilakukan oleh seseorang dalam berpartisipasi politik, sebagai berikut:'

a. Partisipasi yang dimaksudkan berupa kegiatan atau prilaku luar
individu warga negara biasa yang dapat di amati, bukan prilaku dalam

yang berupa sikap orientasi.

" Ibid., hal. 185
1> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 141.
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b. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku
pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam
pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan
umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan
kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang
dibuat pemerintah.

c. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi
pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung
ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti
individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara,
sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah
melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.

e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur
yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (nonviolence).

4. Motif-Motif Partisipasi Politik
Negara-negara yang menganut faham demokrasi, pada umumnya
partisipasi-partisipasi politik masyarakat yang tinggi dianggap sebagai
gejala yang baik, karena tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan
bahwa masyarakat dapat memahami persoalan-persoalan kehidupan
polittk dan masyarakat, mereka ikut aktif dalam kegiatan politik.

Sebaiknya gejal yang kurang baik akan nampak apabila tingkat partisipasi

politik masyarakat rendah berarti mereka kurang tanggap persoalan-
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persoalan kehidupan politik dan kurang menaruh perhatian terhadap
masalah-masalah kenegaraan.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik tentu saja
dilandasi oleh motif-motif tertentu. Motif itu akan mendorong seseorang
atau sekelompok orang untuk bertindak melakukan sesuatu menurut
kebutuhan masing-masing.

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik.
Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang
membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang
diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal sebagai berikut:'¢

a. Sengaja/tak sengaja
Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi
berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan
kebijaksanaan pejabat pemerintahan

b. Rasional/emosional
Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti
mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan
kemudian memilih yang paling menguntungkan di pandang dari
segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi rasional.

c. Kebutuhan psikologis/sosial

' Ahmad Satori dan Taufiq Nurohman, “Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Formulasi
Kebijakan”, dalam journal unsil.ac.idindex php/finish/38-volume-3-no-1./210-partisipasi-politik-
masyarakat-adat-dalam-deskripsi-tentang-partisipasi-politik-masyarakat-kampung-kuta-dalam-
Sormulasi-kebijakan-di-desa-karangpaninggal-kecamatan-tambaksari-kabupaten-ciamis.diakses
pada hari Jum’at tgl 13 juli pada pukul 20.10
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Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan
psikologis mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam
mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam
untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan
ketidakcukupannya pada berbagai kelas “musuh” politik yang
dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai
oposisi.
d. Diarahkan dari dalam/dari luar
Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan
motivasi sosial untuk berpartisipasi politik.
e. Berpikir/tanpa berpikir
Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun
tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi
aktif dari tindakan seseorang dan perkiraaan konsekuensi tindakan
itu terhadap dirinya dan orang lain.
B. Teori Elit
1. Pengertian Teori Elit
Secara etimologi, istilah elite berasal dari kata latin eligere yang

berarti memilih. Pada abad ke 14, istilah ini berkembang menjadi a choice

of persons (orang-orang pilihan). Kemudian padaabad ke 15, dipakai

untuk menyebutkan best of the best( yang terbaik dari yang terbaik).

Selanjutnya pada abad ke 18, dipakai dalam bahasa Prancis untuk

menyebut sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam
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suatu masyarakat. Sementara itu, Amitai Etzioni mendefinisikan elite
sebagai kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan. Menurut Oxford
English Dictionary, istilah elite digunakan dalam bahasa Inggris paling
awal pada tahun 1823, dan kemudian mulai tersebar secara luas melalui
teori-teori sosiologi tentang kelompok-kelompok elite, terutama dari hasil
pemikiran Pareto.'’
Iberamsyah mengemukakan tiga pandangan tentang pengertian
elit, yaitu sebagai berikut:'®
a. Pandangan nilai
Pandangan ini mendasarkan diri pada kemampuan elit sebagai
suatu kelompok dalam masyarakat yang membentuk atau menciptakan
nilai yang diakui dan dihargai tinggi oleh masyarakat. Mereka
mengemukakan bahwa elit adalah sebagai suatu kelompok yang terdiri
dari mereka yang berhasil menduduki kedudukan dominasi dalam
masyarakat, yang disebabkan oleh nilai yang mereka bentuk atau ciptakan
mendapatkan penghargaan tinggi oleh masyarakat.
b. Pandangan struktur
Pandangan ini lebih menekankan pada kedudukan elit pada
struktur masyarakatnya. Pakar yang berpandangan ini menyatakan

bahwa elit adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang terdiri dari

17

http://vancanon.blogspot.com/2011/07/asal-usul-kata-elite.html diakses hari selasa
tanggal 01-08-2012, pukul 08.29

18 Mengutip dari Disertasi Sumartono, Peralihan Status sosial Elit Di Pedesaan, Suatu
Kajian tentang Pola dan Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit
Pamong Desa (Surabaya: Universitas Airlangga, 1996), hal. 13-14
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mereka yang menduduki posisi komando pada puncak pranata sosial
dalam masyarakat.
c. Pandangan lembaga atau organisasi
Dalam pandangan ini yang menjadi dasar pembentukan
pengaruh dan peran elit adalah lembaga atau organisasi tempat ia
berada. Individu atau kelompok dapat menjadi berpengaruh atau
berperan karena berada dalam organisasi.

Model teori elit berkembang dari teori politik elit massa yang
melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat
dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan ~ atau elit dan yang tidak
memiliki kekuasaan atau massa. Ada dua penilaian dalam pendekatan ini,
negatif dan positif. Pada pandangan negatif dikemukakan bahwa pada
akhimya, di dalam sistem politik, pemegang kekuasaan politiklah yang akan
menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan selera dan keinginannya.
Pandangan positif melihat bahwa seorang elit menduduki puncak kekuasaan
karena berhasil memenangkan gagasan membawa negara-negara ke kondisi
lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Pemimpin atau elit pasti
mempunyai visi tentang kepemimpinannya, dan kebijakan publik adalah
bagian dari karyanya untuk mewujudnyatakan visi tersebut menjadi
kenyataan. 19

Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat

tradisional yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada

% Riant Nugroho, Kebijakan Publik., hal. 80.
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elit modem yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan
pendidikan. Elit modem ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit
tradisional 2°
Dar1 uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud
dengan teori elit adalah sekelompok orang yang mempunyai pengaruh, baik
yang bersifat posisisonal maupun yang bersifat personal terhadap
masyarakatnya.
2. Macam-Macam Teori Elit
Elit politik diperkenalkan oleh Vilfedro Pareto (1848-1923) sebagai
kekecawaan terhadap apa yang sedang berjalan pada waktu itu yaitu
aristokrat. Vilfed_ro Pareto beranggapan bahwa sifat dari penguasa atau elit
politik otoriter dan mengintervensi. Menurut Pareto, setiap masyarakat
diperintah oleh sebuah elit yang komposisinya selalu berubah. Selanjutnya
Pareto membagi elit dalam dua kelompok, yaitu kelompok elit yang
memerintah dan kelompok elit yang tidak memerintah. Kedua kelompok elit
itu senantiasa berebut kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan
sehingga terjadi polarisasi elit dan melahirkan sirkulasi antara elit lama
dengan elit baru. Setiap elit yang memerintah hanya dapat bertahan apabila
secara kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat.?!

Pareto menyatakan bahwa para elit berusaha bukan hanya

mengangkat dirinya sendiri di atas golongan masyarakat lain tetapi juga

20 Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya,
1948), hal. 12.
2! Agus Setiyanto, Elite Pribumi Bengkulu, penerbit Balai Pustaka : 2001. Hal. 73.
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mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya. Lebih lanjut akan
di paparkan oleh bebderapa ahli, antara lain:*?
1. Paretto mengklasifikasikan elit menjadi dua macam, yaitu:

a. Elit yang memerintah, yang terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam pemerintahan. Adapun elit
ini adalah mereka yang mempunyai wewenang formal
untuk memerintah kelompok yang lain.

b. Elit yang tidak memerintah, yang merupakan sisa dari elit
yang memerintah. Adapun elit ini adalah elit yang tidak
mempunyai wewenang formal untuk mempengaruhi orang
atau kelompok lain.

2. Iberamsyah Mengklasifikasikan elit menjadi dua macam, yaitu:

a. Elit Formal: elit yang landasan pengaruhnya didasarkan
pada wewenamg formal atau peraturan resmi atas
kekuasaannya.

b. Elit Informal: elit yang dasar pengaruhnya melalui
kemampuan pribadi yang diakui oleh anggota masyarakat.

3. Usman membedakan elit menjadi tiga macam, yaitu: elit
pamong desa, elit petani kaya, dan elit pemuka agama.

Dari bermacam-macam elit di atas , pada dasarnya elit dapat

dibedakan menjadi elit pamong desa, elit ekonomi, elit agama,

elit cendikiawan, elit jawara, dan elit pemuda. Perbedaan elit

z Mengutip dari Disertasi Sumartono, Peralihan Status sosial Elit Di Pedesaan, Suatu
Kajian tentang Pola dan Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit
Pamong Desa (Surabaya: Universitas Airlangga, 1996), hal. 15-17.
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didasarkan pada sumber pengaruh yang dominan yang dimiliki
elit tersebut. Seseorang bisa tidak hanya berstatus satu jenis elit
saja melainkan dapat secara bersama-sama melekat pada
dirinya lebih dari satu predikat elit. Walaupun demikian, ada
satu predikat yang paling menonjol.

3. Awal Munculnya Teori Elit Politik

Mulanya “teori elit politik” lahir dari diskusi seru para ilmuan
sosial Amerika tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Lasswell
(ilmuan politik) dan sosiolog C. Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan
dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fesisme, khususnya Vilfredo
Pareto dan Getano Mosca (Italia), Roberto Michels (seorang Jerman
keturunan Swiss) dan Jose Ortega Y. Gesset (Spanyol).?*

Pareto (1848-1928) percaya bahwa setiap masyarakat diperintah
oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang
diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang
penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu
merupakan yang, terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit
merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan
tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara,
mekanik, bajingan atau para gundik.

Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan

masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu

 Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 1987), hal. 202.
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orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam
matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Karena itu
menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit,
yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang
tidak memerintah (non-governing elite), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu
non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang
memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bisa menggabungkan

kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.”*

 Ibid., hal. 203.



BAB III

DESKRIPSI OBYEK DAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Letak Geografis Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep yang berada diujung timur Pulau Madura
merupakan wilayah yang unik karena terdiri wilayah daratan dengan pulau
yang tersebar berjumlah 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi Luas
Wilayah Kabupaten Sumenep) yang terletak di antara 113°32'54"-
116°16'48" Bujur Timur dan di antara 4°55'-7°24' Lintang Selatan.'

Jumlah pulau berpenghuni di Kabupaten Sumenep hanya 48 pulau
atau 38%, sedangkan pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau atau
62%. Pulau Karamian di Kecamatan Masalembu adalah pulau terluar di
bagian utara yang berdekatan dengan Kalimantan Selatan dan jarak
tempuhnya + 151 Mil Laut dari Pelabuhan Kalianget, sedangkan Pulau
Sakala merupakan pulau terluar di bagian timur yang berdekatan dengan
Pulau Sulawesi dan jarak tempuhnya dari Pelabuhan Kalianget + 165 Mil
Laut.Pulau yang paling utara adalah Pulau Karamian dalam gugusan
Kepulauan Masalembu dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala.

Adapun perbatasan dengan daerah sekitarnya, yaitu:2

'"Moedjiono, Zein W.P.Keraton Sumenep. Kumpulan Makalah Lokakarya Penelitian Sosial
Budaya Madura, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.1, 1980), hal. 1
’Lihat hitp://www.sumenep.go.id. . di akses Hari Jum’at, Tanggal 1 1-05-2012, pukul 13.05
43
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a. Sebelah selatan : Selat Madura dan Laut Bali

b. Sebelah Utara : Laut Jawa

c. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan

d. Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores
Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas dua yaitu:

< Bagian Daratan dengan luas : 1.146,93 Km2 (54,79 %) yang terbagi
atas Tujuh Belas Kecamatan dan satu pulau di Kecamatan Dungkek.

< Bagian Kepulauan dengan luas : 946,53 Km2 (45,21 %) yang meliputi
126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.
Berdasark Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep telah
ditetapkan 126 pulau bernama. Bagian kepulauan terbagi atas sembilan
Kecamatan yaitu : Kecamatan Giligenting. Talango. Nonggunong.
Gayam. Ra as. Arjasa. Sapeken, Masalembu dan Kecamatan Kangayan.

Luas Wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 km?, terdiri

dari pemukiman seluas 179,324696 km?, areal hutan seluas 423,958 km?,

rumput tanah kosong seluas 14,680877 km?, perkebunan/tegalan/semak

belukar/ladang seluas 1.130,190914 km? kolam/ pertambakan/air

payau/danau/waduk/rawa seluas 59,07 km?, dan lain-lainnya seluas

63,413086 km* . Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial

dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanannya seluas +

50.000 km?.

3Lihat http:/www.sumenep.go.id. . di akses Hari Jum’at, Tanggal 11-05-2012, pukul 13.05
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2. Demografis
a. Penduduk

Data jumlah penduduk dari hasil sensus penduduk 2010 sebesar
1.042.312 Jiwa. Kecamatan Kota Sumenep mempunyai jumlah
penduduk paling besar yaitu sebanyak 70,744 jiwa, diikuti kecamatan
Pragaan 65.152 jiwa dan kecamatan Arjasa sebanyak 59.702 jiwa.

Kepadatan penduduk Sumenep tahun 2010 adalah 498 Jiwa

setiap 1 Km?. Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi
disbanding dengan kepadatan penduduk di desa. Kota Sumenep

mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 2,541 jiwa/Km2

serta memiliki 27 kecamatan dengan jumlah luasnya sebesar 2.093,47

Km? dengan kepadatan 498 jiwa. Dan untuk lebih jelasnya bisa
dilihat dilampiran Tabel 1 tentang Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan
Kepadatannya 2010.

. Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja pada tahun 2010 sebanyak 4,018 orang.
Yang sudah ditempatkan sebanyak 392 orang. Sedangkan rasio pencari
kerja dan lowongan kerja adalah 10 : 1 artinya bahwa 10 pencari
kerja, hanya ada 1 lowongan pekerjaan.

Banyaknya tenaga kerjadari tingkat pendidikan tahun 2010
sebanyak 669.685 jiwa. Sedangkan peluang kesempatan kerja sendiri
sebanyak 319.274 jiwa. Jumlah Ini telah mencakup semua perusahaan
penuh yang ada di Sumenep yang menandakan bahwa masih banyak
masyarakat sumenep yang bekerja serabutan dan sebagian diantaranya
bekerja di luar madura. Lebih lengkapnya lihat dilampiran Tabel 11 dan
tabel IIl mengenai Banyaknya Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan
Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan 2010.
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3. Sosial Budaya

Orang madura sangat memiliki khas tersendiri, terutama untuk

menjalinan ukhuwah sesama masyarakat melalui beraneka cara yang tentunya

saling menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sumenep juga tidak

lepas dari keanekaragaman, terutama dalam hal sosial budaya yang dipercayai

oleh masyarakat Sumenep dari nenek moyang terdahulu. Adapun ragam

budaya yang dimiliki oleh masyarakat Sumenep yakni:

Budaya Kerapan Sapi

Karapan Sapi menurut wikipedia® yaitu istilah untuk menyebut
perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur.
Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari
kayu (tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut)
dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain.
Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat
berlangsung sekitar sepuluh detik sampai satu menit.

Karapan sapi menurut masyarakat Madura adalah adu balap sapi
jantan menggunakan kaleles. Kaleles disini merupakan sarana pelengkap
untuk dinaiki joki/sais yang menurut istilah Madura disebut tukang
tongkok. Sapi-sapi jantan yang akan dipacu dipertautkan dengan
pangonong pada leher-lehernya sehingga menjadi satu pasangan. Untuk

pasangan sapi kerrap yang berada di sebelah kanan disebut pangluar dan

WIB

* http://id. wikipedia.org/wiki/Karapan_sapi diakses pada 21 September 2012 pukul 15.13
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yang sebelah kiri disebut pangdelem. sedangkan orang yang menahan tali
kekang sapi sebelum dilepas disebut tukang tambeng. Tukang Getak
merupakan orang yang menggertak sapi agar pada saat diberi aba-aba
dapat melesat dengan cepat. Tukang Tonja merupakan orang yang
bertugas menarik dan menuntun sapi saat perlombaan. Tukang Gubra
adalah anggota rombongan yang bertugas bersorak-sorak untuk memberi
semangat pada sapis.

Menurut pak Iskandar®, Pada masa Pangeran Katandur, waktu itu
beliau berkuasa, rakyat di ajak bercocok tanam, kemudian yang dijadikan
sarana dan prasarana yaitu sapi, lalu sapi tersebut disuruh membajak
sawah. Dari situlah tradisi kerapan sapi dimulai. Biasanya kerapan sapi
diadakan ketika musim panen itu tiba.

Macam-macam kerapan sapi yaitu’:

e Kerrap Keni’ (Karapan kecil) merupakan karapan sapi yang
levelnya se-tingkat Kecamatan saja dengan jarak tempuh sekitar
110 meter. Pemenangnya berhak untuk mengikuti even karapan

yang levelnya lebih tinggi lagi.

® Bapak Ruki, Pemilik Sapi Pacuan dan Sapi Sonok, warga Sumenep, 26 September 2012
pukul 10.05 WIB

¢ Raden Nurul Iskandar, Staff Sekretaris DPRD Komisi A di Pemerintah Kabupaten
Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat diLihat pada bagan I lampiran skripsi ini) Wawancara, pada
tanggal 21 September 2012 pukul. 15.01 WIB

7httg://karagan—sagi.html. 21 September 2012 pukul 15.15 WIB
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® Kerrap Rajah (Karapan besar) merupakan karapan sapi yang
levelnya se-tingkat Kabupaten saja dan pesertanya adalah dari
para juara Kerrap Keni dengan jarak tempuh sejauh 120 meter.

® Kerrap Karesidenan (Karapan kepresidenan) merupakan
karapan sapi yang levelnya tingkat karesidenan yang diikuti
oleh juara-juara dari empat kabupaten di Madura. Tempatnya
adalah di Bakorwil Madura yaitu di kabupaten Pamekasan dan
tepatnya pada hari Minggu yang merupakan acara puncak untuk
mengakhiri musim karapan.

* Kerrap Onjangan (Karapan undangan) merupakan karapan sapi
khusus yang pesertanya berasal dari undangan suatu kabupaten
yang menyelenggarakannya. Karapan ini biasanya diadakan
untuk memperingati hari-hari besar tertentu atau peringatan
syukuran dan sejenisnya.

* Kerrap Jar-gjaran (Karapan latihan) merupakan karapan yang
dilakukan hanya untuk melatih sapi-sapi kerap sebelum turun ke
even yang sebenarnya.

b. Budaya Topeng (Topeng)

Topeng® adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya
topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di
kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan atau

memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng

8 http://id.wikipedia.org/wiki/Topeng , diakses pada 25 September 2012, Pukul 03.25 WIB
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bermacam-macam ada yang menggambarkan watak marah, ada yang
menggambarkan lembut, dan adapula yang menggambarkan
kebijaksanaan. Tak lain yang terdapat di Madura. Madura juga memiliki
budaya Topeng yang mana hingga saat sering dilantunkan oleh para
pemain dan pedalang dalam acara-acara tertentu.

Menurut Raden Bagus Moh. Ramli®, yaitu:

“Pada dasarnya tari topeng dari madura ini hampir sama dengan tari
topeng Malang, mengingat kedua daerah ini pada abad ke 13 memiliki
latar belakang sejarah yang sama yakni menjadi bagian dari kerajaan
Singosari. Yang membedakan keduanya mungkin hanya pada sisi cerita
dan setting panggung saja. Kalau tari topeng Malang unsur
penceritaannya merupakan tentang kisah hidup Panji, maka cerita yang
dianggit oleh tari Topeng Madura ini lebih kepada cerita Ramayana dan
Mahabarata dengan penekanan cerita kepada tokoh Pandawa dan Kurawa
yang selalu berselisih sebelum kemudian akhimya terjadi perang
baratayudha jaya binangun. Di samping itu, perbedaan yang mencolok di
tari topeng keduanya adalah pada layar yang di pasang sebagai
beckground pertunjukan. Kalau tari topeng Malang lebih sering
menggunakan tabir polos tanpa ornamen sebagai latar belakang, maka
tari topeng Madura ini lebih semarak yakni adanya gambar-gambar dan
sebagainya yang dikreasikan sebagai kelir yang tak jarang juga menjadi
unsur penting dan bagian dari cerita yang dipentaskan.”

Dipertegas dengan pendapatnya Raden Bagus Abdul Latief'°,

yakni:

“ tari topeng panikah biyasannah eangguy edhelem acarah adat ben se
resmi, ben orenggah se anandhe’ yakni para penari se iiringi lagunah
saronen madurah se e lakoni dalang (yaitu tari topeng yang biasanya

dipakai ketika ada acara adat dan resmi, kemudian orangnya yang menari

® Raden Bagus Moh. Ramli M,Si, Camat Kota Sumenep, wawancara, pada hari Kamis,
tanggal 23 September 2012
1% Raden Bagus Abdullah Latief, Pengasuh Pondok Pesantren Sarsore Loteng Sumenep,
wawancara, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2012
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ytakni para penari yang biasanya setiap gerakan diiringi dengan lagu
khas madura yakni saronen).

Dari budaya topeng inilah dapat diketahui bahwa kehidupan
masyarakat Sumenep memiliki beragam warna S/ang mempunyai ciri
khas warga madura melalui alur cerita atau lagu. Pada saat ini budaya
topeng sangat diminati para orang tua, sedangkan para remaja sangatlah
jarang.

c. Budaya Haul

Suatu kegiatan yang mana diyakini oleh masyarakat Sumenep
dengan melakukan perkumpulan bersama guna memanjatkan do’a yang
dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat atau kiyai setempat. Budaya
haul ini dijadikan suatu penghormatan kepada orang-orang terdahulu
yang dengan mengirim do’a''. Dan rutinitas ini biasanya dilaksanakan
secara berkelompok dengan hari dan waktu tertentu. Dan kegiatan inipun
biasa digunakan oleh masyarakat Sumenep dengan menggabungkan
tambahan kegiatan yakni berupa arisan.

Menurut Raden Bagus Mas Ridwan;!?
..... rutinitas haul di kalangan bangsawan biasaya dilaksanakan

selain memanjatkan do’a kepada yang meninggal (membaca tahlilan),

"' Kegiatan haul ini biasanya dilakukan ketika ada pengajian dan tahlilan di kediaman
para warga yang mana dari keluarga tersebut salah satu kerabatnya ada yang meninggal dunia. -
Misalnya, ada sebuah kediaman yang sanak familinya meninggal dunia. Kemudian pada hari
pertama hingga hari ketujuh meninggalnya seseorang tersebut ditahlilkan. Lalu setiap malam
jum’at terhitung empat puluh harinya. Kemudian mengenang seratus hari, satu tahun dan seribu
hari almarhum yang meninggal untuk ditahlilkan,

? Raden Bagus Mas Ridwan, Pengurus organisasi Forsigemas, wawancara, tanggal 24 September
pukul 13.45 WIB.
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juga diadakan ketika ada perkumpulan tahunan bangsawan yang
bertempat di kraton yang dipimpin oleh sesepuh bangsawan atau tokoh
kiyai dari keturunan bangsawan itu sendiri”.

d. Budaya Carok

Carok'® dalam bahasa Kawi kuno artinya perkelahian. Biasanya
melibatkan dua orang atau dua keluarga besar. Bahkan antar penduduk
sebuah desa di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Pemicu dari carok
ini berupa perebutan kedudukan di keraton, perselingkuhan, rebutan
tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama bertahun-tahun.

Pada abad ke-12 M, zaman kerajaan Madura saat dipimpin Prabu
Cakraningrat dan abad 14 di bawah pemerintahan Joko Tole, istilah carok
belum dikenal. Bahkan pada masa pemerintahan Penembahan Semolo,
putra dari Bindara Saud putra Sunan Kudus di abad ke-17 M tidak ada
istilah carok. Munculnya budaya carok di pulau Madura bermula pada
zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 M hingga menjadi
Tradisi di Pulau Madura.

Budaya Carok di Sumenep masih tetap adanya. Dengan prinsip'*
dan tekad yang kuat, budaya ini selalu melekat terutama menyangkut
mempertahankan martabat, hak dan harga diri sebagai orang Madura.
Dan biasanya timbulnya perselisihan tidak lepas dari permasalahan

lingkungan dan wanita.

> Membaca http//:Kompas.com, diakses pada tanggal 29 September 2012, Pukul 08.05 WIB
14« .. Lebbhi bagus pote tolang etembheng pote mata “ maksudnya lebih baik mati daripada
menanggung malu. Ungkap Raden Bagus Bahauddin, Pengurus Perfas.
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Ada beberapa unsur carok yaitu; Pertama, tindakan atau upaya
pembunuhan antar laki-laki. Kedua, pelecehan harga diri terutama
berkaitan dengan kehormatan perempuan (istri). Ketiga, perasaan malu.
Keempat, adanya dorongan. Kelima, dukungan serta persetujuan sosial
disertai perasaan puas dan perasaan bangga bagi pemenangnya'’

4. Keagamaan

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 4 suku bangsa yaitu:
Madura, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari keempat suku dbangsa tersebut 3
suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan,
yaitu: Pulau Masalembu dan Pulau Sapeken . Dengan demikian lebih dekat
dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura
merupakan mayoritas dan terdapat di wilayah daratan dan sebagian kecil di
kepulauan. Penduduk Kabupaten Sumenep r‘nempunyai sifat terbuka dan
bersemangat tinggi dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan
daerahnya. Mereka bersedia berkorban untuk kepentingan orang banyak dan
mempunyai sikap toleransi yang tinggi, ulet dan bekerja keras. Mata
pencaharian pokok mayarakat Madura khususnya penduduk Kabupaten
Sumenep adalah bertani atau masyarakat agraris. Pada umumnya penduduk

Kabupaten Sumenep bersifat fanatis religius dan taat terhadap ajaran agama.

Bagi masyarakat islam di Sumenep dalam soal agama, mayoritas dari

mereka cenderung ke islam Nahdlatul Ulama’ (NU), juga ada sebagian yang

' A. Latief Wiyata, Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura (Jakarta:
LKIS, 2002) hal. 170-171
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mengikuti organisasi lain seperti Muhammadiyah. Sedangkan agama yang
dianut oleh penduduk Kabupaten Sumenep beragam. Menurut data dari Badan
Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah
1.033.854 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 685 jiwa (0,33%), Katolik
berjumlah 478 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 118 jiwa (0,03%), Hindu

berjumlah 8 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa (0,002%).

Beberapa tempat-tempat ibadah di Sumenep'$ pada tahun 2010 yakni
masjid berjumlah 1.503 buah, langgar/musholla berjumlah 4.275 buah, dan
gereja 2 buah. Dari keterangan terssebut dapat diketahui bahwa kehidupan
beragama di Kabupaten sumenep, baik antar umat beragama, antar sesama
agama dan umat beragama dengan sesama agama, demikian juga penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terpelihara dengan baik,
dapat hi;lup berdampingan, saling toleransi, saling bantu dan saling berupaya

untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
S. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Sumenep telah berkembang sejak jaman
Penjajahan Hindia Belanda, di wilayah ini pemah berdiri sekolah HIS
(Hollandsch-Inlandsche School) tahun 190lan yang terletak di daerah
Pajagalan. Selain itu Pada tanggal 31 Agustus 1931 di daerah ini juga pernah
berdiri sekolah setara HIS yakni HIS Partikelir (PHIS) Sumekar Pangabru yang

terletak di daerah Karembangan tak jauh dari sekolah HIS milik pemerintah

*® Lihat di lampiran Tabel IV mengenai tempat-tempat peribatan di kabupaten Sumenep.
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Hindia-Belanda. PHIS didirikan oleh Meneer Muhammad Saleh Werdisastro,
putra dari budayawan dan sejarawan Madura, R. Musaid Werdisastro penulis
"babad Songenep". Saat ini, di Sumenep tercatat ada 70 Sekolah Menengah
Atas baik Negeri Maupun Swasta dan Madrasah Aliyah serta 2 sekolah
Menengah kejuruan. Selain pendidikan umum tsb, Pendidikan Pesantren juga
hampir terdapat diseluruh penjuru Sumenep, beberapa pondok pesantren besar
yang terkenal antara lain, PP. Al-Amien Prenduan, PP. Annuqayyah Guluk-

Guluk, PP. Mathaliul Anwar Sumenep, PP Al-Karimiyah, Gapura, dsb.

Rasio murid - sekolah tiap tingkatan adalah 88 (SD), 151 (SLTP),
204 (SMU). Sedangkan rasio murid — guru masing-masing 7 (SD), 9 (SLTP),
9 (SMU). Jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah
Aliyah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 berturut-turut adalah 521 Unit,
234 Unit dan 104 Unit dengan jumlah murid sebanyak 47.196 orang (Madrasah
Ibtidaiyah), 28.761 orang (Madrasah Tsanawiyah) dan 15.198 orang
(Madrasah Aliyah). Sedangkan jumlah rasio murid terhadap guru masing-
masing adalah 6, 6 dan 5. Adapun jumlah murid/siswa tingkat pendidikan'’ di
Kabupaten Sumenep bila dilihat dikategori TK berjumlah 142.119
murid/siswa, SD/MI berjumlah 118.623 murid/siswa, SMP/MTs berjumlah
49.108 murid/siswa, SMA/SMK/MA berjumlah 31.117 murid/siswa,

Universitas berjumlah 8.911 mahasiswa serta pasca sarjana berjumlah 3213

Y Lihat di lampiran Tabel V mengenai  jumlah murid/siswa tingkat pendidikan di
kabupaten Sumenep.
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mahasiswa. Dan mengenai sarana pendidikan'® dari tingkat TK Negeri (2) dan
TK swasta (370), SD Negeri (630), SD swasta (41) dan MI (521)

Negeri (40), SMP swasta (76) dan MTs (234), dan SMA Negeri (13), SMA
swasta (46) dan MA (104), serta Universitas'® Negeri (1) dan Universitas
swasta (3). Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan
masyarakat Sumenep lebih condong mempercayai sarana/tempat yang basisnya
bernuansa islami. Dikarenakan sistem pendidikan masyarakat Sumenep masih

kental dan lebih mengedapankan aturan/materi agama islam.

6. Ekonomi

a) Sumber Daya Alam

Sumber Daya Mineral di kabupaten Sumenep cukup bervariatif.
terdiri dari jenis bahan galian golongan C antara lain: pospat, batu
gamping, calsit/batu bintang, gipsum, pasir kuarsa, dolomite, batu
lempung dan kaolin.
b) Sumber Daya Energi

Kabupaten Sumenep selain memiliki potensi kekayaan alam berupa
bahan galian golongan C, juga memiliki bahan tambang strategis berupa
golongan A yang terletak di Pulau Pagerungan Besar Pulau Sepanjang
Kecamatan Sapeken, Perairan Pulau Giligenting. Berdasarkan perjalanan

waktu selain di tiga Pulau tersebut masih ada beberapa tempat yang

*® Lihat di lampiran Tabel VI mengenai jumlah sarana pendidikan di kabupaten Sumenep
¥Lihat di lampiran Tabel VIII mengenai perguruan tinggi di kabupaten Sumenep
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terindikasi mengandung gas dan minyak bumi. Diantaranya sekitar Pulau
Masalembu, Perairan Kalianget, Perairan Pulau Raas dan Blok Kangean.
¢) Sumber Daya Air

Berdasarkan aspek geomorfologi, sumber daya air di Kabupaten
Sumenep terbagi di 4 (empat) satuan wilayah: a). Daerah Dataran b).
Daerah Perbukitan Bergelombang Halus c¢). Daerah Perbukitan

Bergelombang Kasar d). Daerah Perbukitan yang Terpisah.

Di bidang pertanian, Kabupaten sumenep memiliki banyak keunggulan,

di antaranya adalah:

1) Komoditas Pangan

Berdasarkan data Tahun 2010 luas lahan sawah di Kabupaten
Sumenep 23.852 Ha, terbagi menjadi 13.388 Ha (56,13 %) lahan sawah
tadah hujan, 5.385 Ha (22,57 %) lahan berpengairan teknis, 1.959 Ha lahan
semi teknis, 1.071 Ha lahan sederhana dan 2.049 Ha lahan memakai irigasi
desa. Penggunaan lahan khususnya lahan bukan sawah meliputi pekarangan,
tegal, perkebunan, iadang, huma, padang rumput, lahan sementara tidak
diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, rawa-rawa, tambak, kolam dlil.
Tanaman pangan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu komoditas
beras (padi sawah dan padi gogo) dan komoditas palawija (jagung, kedelai,

kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat).
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Komoditas Hortikultura

Komoditas sayur mayur yang diusahakan oleh masyarakat petani di
Kabupaten Sumenep pada Tahun 2008 berdasarkan data dari BPS (Sumber :
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep) terbanyak adalah
bawang merah dengan jumlah produksi 18.117,1 Kw mengalami penurunan
jumlah produksi sebesar 64.42 % dari tahun sebelumnya. Lombok pada
tahun 2008 merupakan komoditas terbanyak, pada tahun 2009 mengalami
penurunan sebesar 89.28 % dari tahu sebelumnya. Sedangkan perubahan
jumlah produksi komoditas sayur mayur yang lain seperti : kacang panjang,
mentimun, terong, kangkung, bayam dan tomat tidak terlalu signifikan.
Untuk komoditas buah-buahan jumlah produksinya cukup bervariatif. Buah
mangga dengan jumlah produksi 652.401 Kw merupakan komoditas buah
tertinggi ‘'baik dari segi jumlah produksinya yaitu sebesar Rp.
127.218.195.000,-. Untuk komoditas buah lain seperti : pisang, pepaya,
jeruk, jambu biji, rambutan, sawo, blimbing, salak dan alpukat sangat
beravariatif.
Komoditas Perkebunan dan Kehutanan

Berdasarkan data statistik Tahun 2010 (Sumber : Dinas Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Sumenep dan Perum Perhutani KPH Madura di
Pamekasan), hasil produksi komoditas perkebunan dan kehutanan di
Kabupaten Sumenep sangat bervariatif. Untuk produksi tanaman
perkebunan rakyat, jumlah produksi tertinggi adalah kelapa yaitu 35.068,66

ton dengan luas lahan 50.059,06 Ha. Sedangkan untuk produksi tembakau
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sebagai komoditas primadona bagi petani Kabupaten Sumenep pada
khususnya secara kuantitas mengalami penurunan sebesar 39,10 % dari
tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sebagai komoditas favorit dikenal
sebagai daun emas yang dapat merubah perilaku dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat petani tembakau. Luas lahan tembakau pada tahun

2010 10.377,94 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 2,917.62 Ton.

7. Pemerintahan

Selama ini pelaksana pemerintahan dan pembangunan kurang dapat
mencapai sasaran yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan belum ada
rumusan secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai oleh masyarakat dan
pemerintah dimasa yang akan datang. Untuk itu agar pelaksanaan pemerintah
dan pembangunan lebih terarah dan efektif dibutuhkan visi dan misi yang jelas
sebagai pedomannya, sebagai pertimbangan nilai-nilai strategis yang berupa

potensi dan karakteristik Pemerintah kabupaten Sumenep.
VISI KABUPATEN SUMENEP %

"Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih,

Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ".
MISI KABUPATEN SUMENEP :

Untuk mewujukan Visi Kabupaten Sumenep, maka perlu ditetapkan

% hup://www.sumenep.go.id. Di akses pada tanggal 23 September 2012 pukul 19.25 WIB
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misi sebagai berikut :

a) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan
mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan
industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal
dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional;

b) Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
untuk mencapaeri taraf penghidupan yang layak dan sejahtera;

c) Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan
mengembangkan ekonomi kerakyatan;

d) Pengembangan pembangunan kawasan daratan dan kepulauan secara
terpadu dan proporsional;

€) Pengembangan fasilitas layanan publik yang berkualitas, murah dan
menjangkau kebutuhan masyarakat;

f) Peningkatan nilai-nilai  etika dan profesionalisme  dalam
penyelenggaraan pemerintahan;

g) Peningakatan kualitas lingkungan hidup dan optimalisme dalam
pemanfaatan sumber daya alam;

h) Peningkatan proses demokrasi dalam segala aspek kehidupan dengan
penegakan supremasi hukum;

i) Peningkatan terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian
agamis, inovatif dan dinamis yang berbasis pada komunitas dan

kearifan pranata lokal;
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Peningkatan terciptanya stabilitas politik, keserasian sosial, keamanan
dan ketertiban serta ketentraman masyarakat;

Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Pengembangan sektor pariwista yang berwawasan lingkungan;
Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, baik melalui pola
intensifikasi maupun ekstensifikasi;

Pemantapan rencana dan upaya penataan ruang daerah yang efisiensi,

menjamin kelestarian lingkungan dan keadilan.
Adapun 5 Proritas Pembangunan:

Memperkuat sistem ekonomi, kerakyatan dan pengelolaan SDA yang
berkelanjutan ~ dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan;

Mempercepat pembangunan daerah tertinggal di wilayah kepulauan
maupun daratan secara proporsional;

Menyempurnakan sistem pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
serta pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan
keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya,
Mewujudkan kesediaan instruktur pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat;

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan
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hukum.

Adapun Struktur Wilayah Administrasi  Pemerintah Kabupaten

Sumenep antara lain®':

a) Kecamatan: 27

R/

% 18 Kecamatan Daratan
% 9 Kecamatan Kepulauan
b) Kelurahan: 4 Desa: 328
¢ 242 Desa di Daratan
¢ 86 Desa di Kepulauan
**» Rukun Warga (RW): 1.774
% Rukun Tetangga (RT): 5.569

8. Sejarah Kata Kota Sumenep

Setiap daerah di seluruh kepulauan nusantara memiliki sejarah tentang
asal-usul daerahnya. Seperti halnya daerah lain tersebut, Sumenep juga
memiliki sejarah tentang asal-usul yang menjadi nama daerahnya. Walaupun
sampai saat ini banyak penafsiran atau pendapat dalam memaknai kata
Sumenep. Hanya yang menjadi persoalan sekarang adalah, manakah sebutan

yang lebih awal (tua) antara kata Sumenep atau Songennep.

Di dalam kitab Paraton® yaitu kitab yaitu yang menceritakan raja-raja

Jawa khususnya pada zaman Hindu sampai datangnya Islam, diceritakan

2 Ibid, pada 24 September 2012 pukul 06.11
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tentang penyebutan kata Songennep. Paraton itu sendiri ditulis pada tahun
1475-1485 M. Yang berbunyi: “Kinon Adipati Ring Songennep, Anger ing
Madura Wetan.” Yang artinya : “ disuruh menjadi adipati di Sumenep,

bertempat tinggal di Madura Timur.”.?*

Menurut J.L.A. Dr Brandes yang pernah menterjemahkan Paraton
mengatakan, bahwa perubahan aksen “O” menjadi aksen “U” pada pengucapan
kata Songennep adalah karena lebih sesuai dengan lidah dan logat kebiasaan
orang Madura. Maka dengan demikian bahwa kata Songennep adalah lahir

lebih awal daripada kata Sumenep.*

Dari hal tersebut di atas secara arti etimologi (asal-usul kata), kata
Songennep mempunyai makna, yaitu Song berarti relung, cekungan, lembah,
sejuk, dan rindang. Sedangkan Ennep berarti tenang. Maka dengan demikian
Songennep mempunyai makna yaitu relung, lembah atau cekungan bekas

endapan yang tenang.”

Faktor lain tentang adanya kata perubahan dari kata awal yaitu
Songennep yang kemudian menjadi kata Sumenep. Sebenarnya perubahan

tersebut terjadi pada zaman penjajahan pemerintahan Belanda, yaitu pada

pararaton adalah sebuah kitab naskah Sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam

bahasa Jawa Kawi. Isinya adalah sejarah raja-raja Singhasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab
ini juga dikenal dengan nama "Pustaka Raju", yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti "kitab
raja-raja". (http://id.wikipedia.org/wiki/Pararaton)

PBindaraAkhmad, LintasanSejarahSumenepdanAstaTinggiBesertaTokoh di Dalamnya,

(Sumenep; Barokah, 2010), hal. 17.

B1bid
1bid. hal. 18.
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permulaan abad XVIII sekitar tahun 1705 Masehi. Alasan perubahan tersebut

didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah:*

1. Untuk memudahkan dalam pengucapan, karena lebih sesuai dengan
aksen Belanda. Karena bagi Belanda lebih mudah mengucapkan kata
Sumenep dari pada kata Songennep.

2. Dalam politik Belanda, untuk menanamkan pengaruh kekuasaan

sehingga perlu diadakan perubahan.
Songennep, secara etimologi memiliki arti:?’

o Song berarti relung (bhs. Kawi). Ennep berarti mengendap.
Jadi Songennep lembah bekas endapan yang tenang.
o Song berarti sejuk, rindang, payung. Ennep berarti mengendap (kata
lain tenang).
Jadi Songennep berarti lembah endapan yang sejuk dan rindang.
o Songa berarti relungan atau cekungan. Ennep berarti tenang.
Jadi Songennep berarti lembah, cekungan yang tenang. Pelabuhan
yang tenang.
Menurut pendapat yang berkembang di tengah masyarakat sejak
8

dahulu Songennep memiliki pengertian:*

a) Songennep berasal dari kata-kata Moso ngenep.

“Ibid

?’Sejarah Sumenep, disusun oleh: Tim Penulis Sejarah Sumenep dalam makalah yang
disampaikan pada seminar Buku Penulisan Sejarah Sumenep yang diselenggarakan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep Pada hari Rabu, 10 Desember 2003 yang
bertemg)at di Pendopo Agung Sumenep. Hal. 6

*Ibid, hal. 7
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b) Songennep berasal dari kata Ingsun Nginep.
Ingsun artinya saya, sedangkan nginep artinya menginap.
Jadi Songennep artinya saya bermalam.
c) Songennep berasal dari ngasonginep : Lesso nginep: Napso nginep
B. Bangsawan Sumenep
Dalam legenda madura diceritakan, Raden Segoro putra Bendoro
Gung dianggap sebagi penghuni pertama di pulau Madura. Dan diceritakan
pula bahwa Raden Segoro adalah cucu dari raja Gilingwesi. Dalam prasasti
canggal yang bertarikh 732 M dikatakan kerajaan mataram kamulan
diperintah oleh raja dari Dinasti Sanjaya. Pada waktu itu pulau madura
merupakan pulau yang terpecah belah. Dan yang nampak hanyalah Gunung
Geger di daerah Bangkalan dan Gunung Payudan di daerah Sumenep.29
Menurut sultan Abdurrahman®® mengatakai bahwa sebelum kerajaan
Majapahit berdiri, di Madura Timur (Sumenep) sudah ada pusat
pemerintahan di daerah Purwareja atau Mandagara. Daerah Mandagara
sekarang termasuk kecamatan Ambunten kabupaten Sumenep. Sedangkan
pemerintahannya pada waktu itu bemama Pangeran Rato. Karena pusat
pemerintahan tersebut ada di daerah Mandagara, maka ia terkenal dengan

nama Pangeran Mandagara atau R. Pitutut (1333-1339 M).

»BindaraAkhmad, LintasanSejarahSumenepdanAstaTinggiBesertaTokoh di Dalamnya,
(Sumenep; Barokah, 2010), hal. 2

3 Adalah seorang Adipati yang memerintah opada tahun 1811-1854 M. Keterangan tersebut
terdapat dalam buku berjudul Reis Over Java, Madura and Bali, In Het Midden yang ditulis pada
tahun 1847 M. (Bindara Akhmad,LintasanSejarahSumenepdanAstaTinggiBesertaTokoh di
Dalamnya,) hal. 3
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Sumenep, sebagai salah satu kota dari empat kota yang terdapat di
pulau Madura merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di ujung timur
pulau Jawa ini, tentu tidak bisa lepas dari pengaruh kehadiran jembatan
Suramadu yang bahkan sejak sebelum kelahirannya telah menuai pro-
kontra. tetapi walau demikian, akses suramadu bagi eksistensi Kraton
Sumenep merupakan salah satu bentuk peninggkatan otonomi daerah dalam
hal banyaknya cagar budaya dan pariwisata. Menurut sejarah, sumenep
merupakan daerah yang dahulu diperihat atau dipimpin oleh seorang raja.

Diantara raja-raja yang pernah memimpin sumenep, yaitu:3l

1. Jaman Pemerintah Kerajaan Pertama Aria Wiraraja

Arya Wiraja dilantik sebagai Adipati pertama Sumenep pada
tanggal 31 Oktober 1269, yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi
Kabupate.n Sumenep. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Prabu
Kartanegara raja Singosari pata tahun 1269 M.* Selama dipimpin oleh
Arya Wiraja, banyak kemajuan yang dialami kerajaan Sumenep. Pria
yang berasal dari desa Nangka Jawa Timur ini memiliki pribadi dan
kecakapan/kemampuan yang baik. Arya Wiraja secara umum dikenal
sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat/pengatur strategi, analisanya
cukup tajam dan terarah sehingga banyak yang mengira Arya Wiraja

adalah seorang dukun. Adapun jasa-jasa Arya Wiraja:

3'BindaraAkhmad, LintasanSejarahSumenepdanAstaTinggiBesertaTokoh di Dalamnya,
(Sumenep; Barokah, 2010), hal.2-17.
*Ibid, hal. 3
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a. Mendirikan Majapahit bersama dengan Raden Wijaya.

b. Menghancurkan tentara Cina/tartar serta mengusirnya dari tanah Jawa.
Arya Wiraraja memerintah di Sumenep antara tahun 1269-1292 M.

Setelah berpindah ke Lumajang, maka tahta pemerintahan Sumenep

digantikan kepada adiknya yang bernama Arya Bangah dengan gelar Arya

Wiraraja II, dengan Keratondi Banasare. Perlu diketahui, bahwa pada

masa Aria Wiraraja | (Banyak Wide) keraton sumenep ada di Batu Putih.**

2. Arya Bangah atau Arya Wiraraja II

Arya Wiraraja Il (Aria bangah) memerintah di Sumenep antara
tahun 1292-1301 M. ia dikaruniai putra bernama Aria Lembu Suranggana
Danurwenda. Ketika usianya semakin tua dan tidak mampu lagi untuk
memimpin Sumenep, maka Arya Wiraraja 11 memberikan tahta
pemerintahan Sumenep pada putranya Arya Lembu Suranggana

Danurwenda.>*

3. Arya Lembu Suranggana Danurwenda

Pada pemerintahan Arya Lembu Suranggana Danurwenda, keraton
Sumenep yang semula terdapat di dacrah Banasare, dipindahkan ke Aeng
Nyeor Tanjung kecamatan Saronggi. Pemerintahan Arya  Lembu
Suranggana Danurwenda berlangsung antara tahun 1301-1311 M. dari
hasil perkawinannya ia dikaruniai putra bernama Arya Asrapati. Dalam

cerita tutur dan menjadi anggapan yang berkembang di masyarakat

3Ibid, hal. 6
Ibid
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Sumenep, bahwa kerapan sapi yang ada di pulau Madura berawal pada
zaman pemerintahan Arya Lembu Suranggana Danurwenda. Sehingga
sampai sekarang tradisi kebudayaan kerapan sapi di pulau Madura,
menjadi kegiatan tahunan yang tetap dilestarikan. Usia yang semakin tua,
dan cukup lama juga di Sumenep, kemudian Aria Lembu Sanggana
memberikan tahta pemerintahan Sumenep kepada Putranya yang bernama

Arya Arispati.

4. Arya Arispati

Arya Arispati memerintah antara tahun 1311-1319 M. Tidak begitu
banyak perkembangan yang dicapai pada pemerintahan Arya Arispati
dibandingkan pada jaman pemerintahan orang tuanya. Keraton tempat ia
memerintah tidak mengalami perubahan, tetap ada di daerah Aeng Nyeor
Tanjung. Arya Arispati dikaruniai putra bernama pangeran Joharsari, yang
akhimya menggantikan orang tuanya memimpin Sumenep pada tahun

1319 M.

5. Pangeran Joharsari

Sejak pemerintahan pangeran Joharsari, agama islam diperkirakan
mulai masuk dan berkembang di Sumenep. Menurut keterangan para ahli
pengamat sejarah, bahwa pada sekitar tahun 1330-an, yaitu pada awal
pemerintahan pangeran Joharsari, telah datang seorang muballig Islam ke
Sumenep. Menurut cerita Babad Sumenep, muballig Islam tersebut dengan

nama Rato Pandita. Sedangkan menurut sejarah Wali Songo, muballig
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islam yang mula-mula datang di Sumenep bernama Syd. Ali Murtadha

atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Lembayung Fadhal.*

6. Raden Pitutut

Raden Pitutut sewaktu memimpin Sumenep memindahkan keraton
Sumenep yang semula ada di Aeng Nyeor, dipindahkan ke daerah
Mandagara. Daerah Mandagara adalah termasuk kecamatan Ambunten
kabupaten Sumenep. Karena pusat pemerintahan berada di daerah
Mandagara, meka R. Pitutut dikenal dengan sebutan Pangeran
Mandagara. Dari hasil perkawinannya R. Pitutut dikaruniai dua putra dua
orang anak bemama R. Notoprojo dan R. Notoningrat. R. Pitutut
memerintah di Sumenep pada tahun 1331-1339 M. berpulangnya R.
Pitutut ke Rahmatullah, maka ditunjuk pengganti untuk memimpin
pemerintahan Sumenep adalah putranya yang‘ tertua yang bernama R.

Notoprojo.

7. Raden Notoprojo
Memerintah Sumenep antara tahun 1339-1348 M.*® Pada waktu R.

Notoprojo menjabat sebagai raja Sumenep, ada pemindahan keraton

¥Sayid Ali Murtadha adalah adik dari Sunan Ampel yang mempunyai nama asli Raden
Rahmat. Sayid Ali Murtadha dan Sunan Ampel adalah kemenakan dari raja majapahit yang
bemama Kertawijaya. Menurut cerita tutur mereka berdua berasal dari Campa. Dan disebutkan
pula bahwa mereka berdua adalah putra dari raja Campa Ibrahim Asmarakandi yang diutus ke
Majapahit. Bahwa Syd. Ali Murtadha berlayar menuju ke arah timur dan mendarat di pulau
Sepudi. Kemudian Syd. Ali Murtadha mendirikan pedukuhan sebagai pusat penyebatran agama
islam di Sumenep. Pemberian nama pulau Sepudi sebenarnya diambil dari bahasa Jawa, yaitu
Sepul, Dhewe. Yang artinya yaitu Sepuh (tua) Dhewe (sekali), artinya tua sekali atau lebih awal
masuknya agama islam di sumenep. Kuburan Syd. Ali Murtadha berada di pulau Sepudi
kabupaten =~ Sumenep yang bemama Asta Nyamplong. Lihat BindaraAkhmad,
LintasanSejarahSumenepdanAstaTinggiBesertaTokoh di Dalamnya, (Sumenep; Barokah, 2010),
hal. 7
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kembali yang semula ada di Mandagara, di pindahkan ke daerah Bukabu
yang juga termasuk kecamatan Ambunten. Sehingga akhimya R.
Notoprojo pada akhirnya, dikenal dengan sebutan Pangeran Bukabu.
Sepuluh tahun R. Notoprojo memerintah Sumenep, untuk kemudian ia
dipanggil menghadap Allah SWT. Pangeran Bukabu dikaruniai putra tiga
orang, yaitu R. Andasmara (dikenal dengan K. Sindir alias K. Irawan atau

Gung Rahwa), R. Astamana dan Dewi Retna Sarini .

8. Raden Notoningrat

Melalui hasil musyawaroh sesepuh keraton, diangkat sebagai
pengganti pangeran Bukabu dalam menjalankan roda pemerintahn di
Sumenep adalah adiknya sendiri yang bermama  R. Notoningrat
berangsung antara tahun 1348-1358 M.’ Pada waktu memerintah
Sumenep, R. \Notoningrat juga melakukan pemindahan keraton. yang
semula ada di daerah Bukabu, dipindahkan ke daerah Baragung yang
masih termasuk kecamatan Guluk-guluk kabupaten Sumenep.
Dikarenakan pusat pemerintahan ada di Baragung, maka R. Notoningrat
dikenal dengan nama Pangeran Baragung. Dari hasil perkawinannya
pangeran Baragung dikaruniai seorang putri yang bernama R. Ayu Dewi

Endang Kilangen.

9. Bramakanda atau Pangeran Secodiningrat |

1bid, hal. 8
Y 1bid
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Pemerintahan Gajah Pramada atau pangeran Secodiningrat I
berlangsung Antara tahun 1358-1366 M.*® Sementara itu pada jaman
pemerintahan pangeran Secodiningrat I, keraton yang semula ada di
Baragung dipindahkan ke daerah Banasare yang termasuk kecamatan
Rubaru. Perlu juga diketahui, bahwasanya keturunan pangeran Bukabu
tidak menginginkan menggantikan orang tuanya menjadi raja Sumenep.
Karena lebih banyak mengaktifkan seluruh hidupnya demi kepentingan
agama Allah SWT dengan jalan membuka pesantren. Seperti yang
dilakukan oleh R. Andasman atau K. Irawan alias K. Sindir dan R.
Astamana. Banyak sekali keturunan dari pangeran Bukabu yang
melahirkan ulama-ulama Sumenep yang mashur. Tidak begitu lama
memerintah Sumenep, sekitar delapan tahun, kemudian Pangeran

Secodiningrat I berpulang ke Rahmatullah.

10. Raden Agung Rawit atau Pangeran Secodiningrat II

R. Agung Rawit memerintah Sumenep antara tahun 1366-1386 M
dengan gelar Pangeran Secodiningrat I1.%° Sebelumnya R. Agung Rawit
telah memperistri bibinya sendiri yang bernama R. Ayu Dewi Retna
Sarini, yaitu putri dari pangeran Bukabu. Dan pernikahan tersebut
dikaruniai keturunan bemama R. Ayu Dewi Saini atau lebih dikenal

dengan julukan “R. Ayu Potre Koneng” yang kisahnya menjadi legenda.

3Ibid, hal. 9
¥ Ibid
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Dua puluh tahun sudah R. Agung Rawit memerintah di
Sumenep, dan untuk seterusnya setelah usianya telah tua, maka
pemerintahan beralih kepada Panembahan Blingi yang berkeraton di
daerah Blingi Podai (Sepudi). Tidak banyak penjelasan para ahli sejarah

tentang peralihan pemerintahan tersebut.

11. Panembahan Blingi

Panembahan Blingi adalah putra dari Syd. Ali Murtadha atau
Sunan Lembayung Fadhal. Setelah Panembahan Blingi memimpin
pemerintahan di Sumenep menggantikan R. Agung Rawit, yaitu antara
tahun 1386-1399 M dengan gelar Ario Polang Jiwo yang berpangkat
Tumenggung. Panembahan Blingi mempunyai dua orang putra bernam
Adipodai (Panembahan winakrama) dan Adirasa (Panembahan Wirabata).
Dan setelah tidak mampu lagi untuk menjalankan roda pemerintahan
Sumenep, maka sebagai penggantinnya adalah Adipodai (Panembahan
Winakrama). Sedangkan adiknya yang bernama Adirasa (Pangeran
Wirabata) lebih banyak mengabdikan hidup demi kepentingan agama
Allah SWT. Bahkan dalam cerita tutur dijelaskan, bahwa sampai akhir

hayat Adirasa (Panembahan Wirabata) tidak beristri.*

12. Adipodai (Panembahan Wirakrama)
Adipodai memindahkan pusat pemerintahan yang semula ada di

Blingi Podai, dipindahkan ke daerah Nyamplong Podai. Perkawinan

“Ibid, hal.9
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Adipodai dengan R. Ayu Potre Koneng dikaruniai dua putra bernama
Jokotole dan Banyak Wedi. Dan pemerintahan Adipodai sendiri
berlangsung antara tahun 1399-1415 M.*! Perjalanan waktu membuat usia
dan aktifitasnya sebagai pemimpin pemerintahan Sumenep mulai
berkurang, sehingga unutk melanjutkan tahta pemerintahan di Sumenep
adalah putranya yang tertua, yaitu Jokotole. Sedangkan adiknya yang

bernama Banyak Wedi menjadi Adipati Gresik menggantikan Mertuanya.

13. Pangeran Jokotole

Jokotole dan adiknya bernama banyak Wedi lahir dari Raden Ayu
Potre Koneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari perkawinan
bathin (melalui mimpi) dengan Adipoday (Raja Sumenep ke 12). Jokotole
diasuh dan dididik Empu Kelleng untuk menjadi manusia yang baik. Sejak
dari Kanak-kanak Jokotole senang memperhatil;an Mpu Kelleng saat
bekerja membuat alat-alat pertanian dari besi. Ketika Jokotole ingin
membantu ayah angkatnya, karena dikkawatirkan terkena api maka Mpu
Kelleng melarangnya. Suatu ketika dikala Mpu Kelleng pergi istirahat,
jokotole mencoba alat-alat dari besi, dan hasilnya ternyata bagus. Setelah

Mpu Kellleng mengetahui hasil karya Jokotole, ia sangat gembira dan

mengagumi hasil karya anak angkatnya. Disamping itu juga Jokotole

1bid, hal. 10
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kakeknya, yaitu Jokotole. Karenanya Arya Wirabaya oleh banyak
masyarakat kala itu diberi sebutan Pangeran Sumenep. Sehingga banyak
diantara putri raja-raja kerajaan lain yang snagat tertarik pada aria
Wirabaya untuk dijadikan pendamping hidupnya. Diantara yang suka akan
ketampanan Aria Wirabaya adalah ratu kerajaan Japan yang bernama R.
Ayu Mas Kumambang, yang masih bersaudara dengan neneknya R. Ayu

Ratnadi istri Jokotole.

15. R. Abdullah atau Pangeran Cokronegoro I

R. Abdullah atau Pangeran Cokronegoro I memimpin Sumenep
antara tahun 1589-1626 M.** R. Abdullah menikah dengan R. Ayu Pacar
dan diikaruniai putra bernama R. Bugan. Sedangkan R. Pandian saudara
dari R. Abdullah lebih memilih untuk mengabdikan hidup yang hanya
sebentar untuk kepentingan perkembangan agama Allah SWT, yaitu

dengan jalan membuka pesantren di Larangan Pamekasan.

Mendengar kabar wafatnya R. Abdullah (Pang. Cokronegoro I) dan
R. Rajasa dalam pertempuran melawan pasukan Mataram, maka sisa
kerabat yang masih hidup berangkat ke Demak untuk melaporkan tentang
kejadian dan keadaan yang menimpa Madura. Khususnya Sumenep
setelah terjadinya peperangan dan dikuasai oleh Mataram. Maka setelah
menerima laporan dari rombangan kerabat Sumenep, penguasa Demak

keturunan R. Patah memerintahkan putra adipati Jepara yang bernama R.

“Ibid hal. 14
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Mas Pangeran Anggadipa menjadi Penguasa sementara tahta pemerintahan

di Sumenep pada tahun 1626 M dengan berpangkat tumenggung.

16. R. Mas Pangeran Anggadipa

R. Mas Pangeran Anggadipa adalah keturunan adipati Jepara.R.
Mas Pangeran Anggadipa memperistri perempuan Madura, yaitu putri dari
panembahan Lemah Duwur (R. Pranoto) Sampang yang bernama R. Ayu
Mas Ireng. Berselang beberapa tahun bertugas di Sumenep dan sudah
menjalankan banyak kebijakan demi mensejahterakan rakyat Sumenep,
kemudian pada tahun 1639 M mendirikan masjid di desa Kapanjin
termasuk kecamatan kota. Masjid tersebut kemudian dikenal dengan nama
“Masjid Laju” dan termasuk masjid yang pertama kali di Sumenep.
Pemerintahan R. Mas Pangeran Anggadipa berlangsung antara tahun

1626-1644 M.

17. P. Panji Polang Jiwo dan P. Wirosari

R. Ayu artak diperisti oleh Pangeran Panji Polang Jiwo (R. Khas
Kian). Sedangkan pada akhirnya Pangeran Panji Polang Jiwa
menggantikan mertuanya Pangeran Yudhonegoro menjadi adipati
sumenep, berpangkat tumenggung. Pemerintahan pangeran polan jiwa
berlangsung antara tahun 1672-1678 M, bersamaan dengan pemerintahan
Pangeran Wirosari (Pangeran Seppo), karena pada waktu itu kerajaan

sumenep diperintah oleh dua orang dalam waktu bersamaan.
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Perwilayahan kerajaan madura pada tahun 1680 M dibagi menjadi
tiga, yaitu: sumenep, pamekasan dan kerajaan madura barat yang meliputi
Sampang, Blega, Arosbaya,(sekarang banggalan). Sedangkan kerajaan
madura barat pusat pemerintahannya dikendalikan disampang.Ketika
berpulang kerahmatullah, pangeran wirosari dikuburkan di Asta tinggi

pada lokasi barat dikubah paling utara.
Pangeran Romo atau Pangeran Cokronegoro 11

Pangeran Romo adalah putra dari R. Deksana (R. Gunung Sari)
atau pangeran Gatut Kaca (Adikoro I) adipati pamekasan dari hasil
perkawinannya dengan R. Ayu Otok, putri dari Pangeran Yudonegoro.
Pada tahun 1702 M, Pangeran Romo berhasil mempersatukan kembali
kepemimpinan pemerintahan sumenep secara . utuh. Suatu awal
keberhasilan Pangeran Romo dalam menata kembali berbagai
keterpurukan  dari  pemerintahan  sebelumnya. = Pembangunan
perekonomian, sosial, budaya, dan keagamaan terus diadakan perbaikan.
Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dimiliki, serta

sifat tangkas, tegas dan cerdas dari jiwa kepemimpinan pangeran Romo.

Pangeran Romo memerintah sumenep menggantikan Pangeran
Panji Polang Jiwa dan Pangeran Wirosari antara tahun 1678-1709 M,
dengan Pangeran Colronegoro II. Pangeran Romo memperistri saudara
sepupunya sendiri yang bernama R. Ayu Gumbrek, yaitu putri dari

pangeran Panji Polong Jiwo.Pada akhir hayatnya Pangeran Romo
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dimakamkan diasta tinggi pada lokasi bangian barat kubah paling utara.
Makam Pangeran Romo juga berkumpul dengan Pangeran Anggadipa,

Pangeran Wirosari, R. Ayu Artak dan juga Pangeran Panji Polang Jiwo.
Raden Ahmad atau Pangeran Jimat

Pangeran Jimat adalah putra dari pangeran romo dari hasil
perkawinannya dengan R. Ayu Gumbrek, putri dari pangeran panji Polang
Jiwo. Raden Jimat menggantikan orang tuanya Pangeran Romo mengjadi
adipati Sumenep karena berpulang ke Rahmatullah. Sehingga oleh VOC
ditunjuk sebagai penggantinya. Sedangkan untuk daerah Pamekasan
ditunjuk oleh VOC saudara Pangeran Romo yang bernama R.

Djoyonegoro berpangkat tumenggung.

R. Jimat memerintah di Sumenep tahun 1721-1744 M. dengan saat
itu juga posisi keraton tetap di Karang Toroi. Setelah R. Ahmad (Pangeran
Jimat) menjadi adipati Sumenep, ada upaya R. Ahmad (Pangeran JImat)
untuk memperluas kekuasaan ke daerah Pamekasan. Raden Ahmad
(Pangeran Jimat) merasa berhak terhadap keris pusaka yang ada di tangan
R. Asral (Adikoro II). Alasannya karena Pangeran Romo adalah putra dari
istri padmi Adikoro I. Sedangkan R. Asral (Adikoro IT) adalah putra dari

istri selir.
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20. Raden Alsa atau Pangeran Lolos

21.

Raden Alsa (Pangeran Lolos) memerintah Sumenep pada tahun
1744-1749 M. pada saat pemerintahan R. Alsa, Sumenep pemah terjadi
pemberontakan yang dipimpin K. Lesap dari Bangkalan. Hal tersebut
terjadi pada tahun 1749 M. konon Ke Lesap adalah putra dari Pangeran
Cakraningrat V dari hasil perkawinannya dengan gadis desa. Sehingga
setelah dewasa Ke Lesap merasa pantas dan berhak atas kedudukan yang

baik dan sah. Walaupun ibunya Ke Lesap tahu ibunya termasuk istri Selir.

Karena kekalahan dalam melawan Ke Lesap, R. Alsa melarikan ke
Surabaya untuk meminta bantuan kepada kompeni. Hasil dari meloloskan
diri dari sergapan K. Lesap, maka R. Alsa dikenal dengan julukan

Pangeran Lolos.
K. Lesap

K. Lesap memerintah Sumenep antara tahun 1749-1750 M. di
mana keraton masih berada pada posisi di Karang Toroi. Pada tahun 1749
Sumenep harus menghadapi pemberontakan Ke’ Lesap yang mengharu-
biru seluruh Madura. Konon tokoh pemberontak adalah anak dari
Panembahan Cakraningrat V dengan seorang gadis desa. Setelah besar
oleh ibunya K. Lesap diberi tahu siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga
ia merasa berhak mendapat kedudukan yang baik selayak anak seorang
bupati. K. Lesap diberi kekuasaan atas beberapa desa. Namun karena tidak

merasa puas, ia melarikan diri kepegunungan di wilayah Sumenep
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(Gunung Payudan). Di daerah pelariannya itu ia meneruskan bertapa
sambil membina pengikutnya yang terdiri dari rakyat kecil. Sedangkan
kondisi rakyat madura pada saat itu membutuhkan pemimpin yang peduli
dengan munculnya K. Lesap, seakan-akan menemukan panutan baru yang

bersendikan ajaran agamanya.
R. Ayu Dewi RasmanaTironegoro dan R. Bendara Moh. Saud

Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita
dalam sejarah kerajaan Sumenep sebagai Kepala Pemerintahan yang ke
30. Dan bindara Saod memerintah di Sumenep antara tahun 1750-1762
M.keberadaan keraton yang awalnya di Karang Toroi pada masa
pemerintahan ini di pindah Pajagalan. R. Ayu Dewi Rasmana disarankan
oleh sesepuh keraton untuk mencari pendamping hidup, agar tugas dalam
menjalankan roda pemerintahan Sumenep tidak berat. Kemudian R. Ayu
Dewi Rasmana melakukan Istikharah selama 40 hari 40 malam untuk

meminta petunjuk kepada Allah SWT.
Panembahan Notokusumo Asiruddin

Bandara Saod dengan isterinya yang pertama di Batu Ampar
mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saod itu datang
ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua yang
bernama Somala terlebih dahulu dalam menyungkem kepada Ratu
sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya

(Bindara Saod). Saat itu pula keluar wasiat Sang Ratu yang dicatat oleh
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sektretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kelak kemudian hari
apabila Bindara Saod meninggal maka yang diperkenankan untuk
mengganti menjadi Raja Sumenep adalah Somala. Setelah Bindara Saod
meninggal 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal tahun 1762,
sesuai dengan wasiat Ratu yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala

dengan gelar Panembahan Notokusumo 1.

Masa memerintah di Sumenep 1750-1811 M. Pada pemerintahan
Asiruddin (Panembahan Semolo), dalam menjalankan sangat berhati-hati
sekali takut sampai melanggar norma-norma agama serta merugikan
rakyat. Musyarawarah dalam mencapai mufakat tetap dilakukannya dalam
menjalankan setiap kebijakan demi kepentingan rakyat. Setelah cukup
lama memimpin Sumenep, Panembahan Semolo mendirikan tempat
tinggal di sebelah timur keraton yang lama milik‘dari R. Ayu Dewi
Rasmana yang ada di desa Pajagalan, yang kemudia dikenal dengan istilah
keraton Sumenep. Yang mana pembangunan tersebut dilakukan dan

terselesaikanpada tahun 1780 M.
Sultan Abdurrahman

Sebagai pengganti Panembahan Sumolo dalam meneruskan tahta
pemerintahan Sumenep adalah Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman
memerintah Sumenep antara tahun 1811-1854 M. Pelantikan Sultan
Abdurrahman sebagai adipati Sumenep dilakukan oleh Inggris. Karena

pada waktu itu, seluruh jajahan Belanda direbut Inggris. Banyak upaya
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yang dilakukan oleh Sultan Abdurrahman dalam membangun Sumenep
untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Pembangunan perekonomian, sosial dan budaya dilakukannya dengan

tetap mengedepankan azas musyawarah.

Sultan Abdurrahman dalam menghadapi politik yang disebut “ajala
sotra”, yaitu sejenis taktik dan siasat untuk melawan politiknya
‘devideetimpera 'pemerintah Kolonial stelsel, dari Belanda.** Politik
tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, tetap secara halus dan

berhati-hati, kalau tidak bisa, berbahaya pada diri sendiri.
25. Panembahan Moh. Saleh

Menjadi raja Sumenep dengan Gelar Natakusuma II. Pada masa
memerintah antara tahun 1854-1879 M. Dalam memerintah ia menderita
kelumpuhan pada seluruh anggota tubuhnya, sehingga dalam menjalankan

roda pemerintahan dibantu oleh saudaranya sendiri, antara lain yaitu:

a. Pangeran Aria Jakfar Sadik Suryaamidjaya, yang ditunjuk sebagai
sekretaris pribadi.

b. Pangeran Aria Mas’ud Suryaadiputra, ditunjuk mengurus bagian
keuangan (bendahara) keraton.

26. Pangeran Pakunataningrat

“Lihat Sejarah Sumenep dalam Sebuah Makalah yang diterbitkan hari Rabu 10 Desember
2003 di Pendopo Agung Sumenep. Hal. 32
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Karena mengepalai daerah yang diperintah langsung oleh
penjajahannya, bupati tidak lagi menandatangani kontrak sebagai ikatan
politik. Bupati hanya mendapatka beslit atau surat pengangkatan dan harus
puas dengan uang gaji tanpa menguasai tanah apanage. Sejak saat itu
bupati tak lebih dari pegawai pemerintah kolonial. Agar tidak
menimbulkan gejolak sosial yang membahayakan, pemerintah Hindia
Belanda mengeluarkan uang ganti rugi. Uang ganti rugi itu, kemudian
diganti menjadi tunjangan bangsawan yang jumlahnya semakin lama
semakin berkurang. Pada tahun 1879-1884 M, pangeran Pakunataningrat
ditetapkan sebagi wakil bupati Sumenep. Kemudian tahun 1884 M

mendapatkan surat pengukuhan (beslit) sebagia Le Regent di Sumenep.
R. Pratamingkusumo

Pada waktu R. Tumenggung Pratamingkusumo menjabat sebagai
bupati Sumenep yang memerintah antara tahun 1901-1926 M, ia
membangun sebuah menara di Masjid Jamik Sumenep, yang ditempatkan
disebelah barat (belakang Masjid). Juga ia melaksanakan pembangunan
jalan (rel) kereta api tahun 1897-1901 M yang menghubungkan Kamal
sampai ke Kalianget Timur. Jaringan komunikasi banyak mengalami
perubahan, dengan adanya jalan kereta api. Untuk menunjang sarana
transportasi dan memperlancar jalannya perekonomian rakyat, maka
diadakan juga tranportasi kapal laut dari Kalianget menuju Panarukan

(Situbondo).
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C. Penyajian Data
1. Eksistensi Bangsawan (Golongan Darah Biru) Dalam Pemerintah di
Kabupaten Sumenep

Bagi masyarakat Sumenep, golongan bangsawan merupakan
golongan yang sangat dihormati dan disegani. Untuk saat ini, sebagian dari
mereka mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Yakni adanya
eksistensi bangsawan di pemerintah kabupaten Sumenep. Golongan
bangsawan yang ikut berperan dan duduk di pemerintahan kota Sumenep
juga sangat disegani dan berkarisma.

Kemerosotan secara alamiah kebangsawanan lewat penyusutan
dari generasi ke generasi, terungkapkan dalam pengklasifikasian sentana
menjadi tiga kategori: sentana ageng (bangsawan besar), sentana
(bangsawan), dan sentana alit (bangsawan kecil). Sebagian besar sentana
tidak mendapatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang sama seperti
sentana ageng. Hak-hak istimewa yang dimiliki sentana alit mungkin
hanyalah sekadar dapat hadir secara periodik pada pertemuan atau dengar
pendapat dengan raja-raja di paseban, di mana di tempat ini masing-masmg
gelar disediakan tempat tertentu dan untuk kelas sentana alit disediakan
tempat tersendiri. Pengkajian kembali hak-hak istimewa perorangan
sehubungan dengan pembebasan pajak di Sumenep, antara lain, berarti

mengurangi jumlah keanggotaan sentana menjadi lebih ketat lagi.‘“’

* Raden Nurul Iskandar, Staff Sekretaris DPRD Komisi A di Pemerintah Kabupaten
Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat diLihat pada bagan I lampiran skripsi ini) Wawancara, pada
tanggal 04 Juni 2012 pukul. 12.55 WIB
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Menurut beliau; Golongan Darah Biru yaitu seseorang atau keluarga yang
memiliki keturunan Raja atau bangsawan dan di pimpin secara turun
temurun.

Pada saat ini, keberadaan kaum bangsawan di Kabupaten Sumenep
masih tetap terjaga di kalangan masyarakat Sumenep. Dari hasil wawancara
yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Moh. Ramli, M.Si,*’ beliau
mengatakan bahwa keberadaan kaum bangsawan di Kabupaten Sumenep
merupakan keturunan prinyayi atau orang-orang terhormat yang
mempunyai derajat cukup tinggi dan merupakan golongan masyarakat yang
diagungkan kebangsawanannya oleh kalangan masyarakat Sumenep.
Penghormatan tersebut dilakukan oleh masyarakat Sumenep, di samping
karena mereka merupakan keturunan bangsawan, mereka juga merupakan
masyarakat yang agamis dan mempunyai budi pekerd luhur sehingga
mereka mempunyai kedudukan dan kehormatan tersendiri di dalam
masyarakat.

Lebih lanjut, R. B. Moh Ramli mengatakan bahwa pada saat ini
kebanyakan masyarakat kalangan bangsawan di Kabupaten Sumenep
bertempat tinggal di perkotaan berdekatan dengan Keraton yang merupakan
peninggalan leluhur mereka. Budi perkerti dan pola prilaku kalangan
bangsawan masih menganut pada leluhurnya, hal tersebut dapat diketahui

dengan sikap dan tatakrama mereka ketika bermasyarakat, baik ketika

*" R. B.Moh. Ramli M.Si, Camat Kota Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat diLihat pada
bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara di kediamannya, pada hari sabtu, tanggal 02 Juni 2012,
tepat pukul 08. 47 WIB.



85

bertemu dengan masyarakat lain maupun ketika menghormati para tamu
yang datang ke rumah mereka.*® Tradisi menghormati taru bangsawan
yaitu dengan cara tutur kata santun melalui bahasa madura krama (bahasa
madura paling halus).

Maka dari itu, menurut Raden Bagus Ismail Marzuki dan pak Moh.
Saleh?, sebagian banyak masyarakat mempercayai ketika sosok pemimpin
dari keturunan kiai dianggap masih ada titisan dari keluarga keraton dan
haruslah menjadi panutan dan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah
yang ditetapkan.

Untuk menambah informasi dalam penelitian ini terkait dengan
eksistensi kaum bangsawan di Kabupaten Sumenep, peneliti juga
melakukan wawancara dengan salah seorang keturunan Bangsawan, yaitu
Bapak Ismunandar.”” Beliau mengatakan, bahwa untuk mengetahui kaum
bangsawan yang merupakan keturunan prinyayi di Kabupaten Sumenep, di
samping dapat diketahui dengan adanya Keraton Sumenep yang merupakan
simbol keberadaan kaum bangsawan, juga dapat diketahui melalui gelar-
gelar kebangsawanan yang terdapat di awal nama mereka seperti R yang
merupakan singkatan dari Raden, dan RA yang merupakan singkatan dari
Raden Ajeng. Untuk mengetahui keberadaan kaum bangsawan, juga dapat

diketahui melalui bentuk dan isi rumah mereka, yaitu di dalam rumah-

*® Ibid

“Raden Bagus Ismail Marzuki dan pak Moh. Saleh, Pengurus Makam Asta Tinggi,
Wawancara di Makam Asta Tinggi, (untuk lebih jelasnya dapat diLihat pada bagan 1 lampiran
skripsi ini) pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2012. Pada pukul 14.10 WIB

50 pak Ismunandar, Pengurus Museum Kraton Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat diLihat
pada bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara di Disbudparpora, pada hari minggu, tanggal 01
Juni 2012. Pada pukul 10.25 WIB.
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rumah keturunan bangsawan terdapat foto-foto atau lukisan para raja, dan
terdapat aneka keris dan tombak yang di tempalkan dinding rumah sebagai
hiasan.

Di samping itu, bapak Ismunandar menambahkan bahwa untuk
menyatukan keberadaan kaum bangsawan di Kabupaten Sumenep dibentuk
sebuah wadah yang merupakan wadah persatuan dan aspirasi kaum
bangsawan, yaitu PERFAS (Persatuan Famili Sumolo) dan FORSIGEMAS
(Forum Silaturrahim Generasi Muda Sumolo). PERFAS merupakan
organisasi atau lembaga yang diketuai dan diurusi dari kalan gan bangsawan
yang sepuh-sepuh, sedangkan FORSIGEMAS kebanyakan
kepengurusannya dipegang oleh pemuda-pemuda dari  kalangan
bangsawan.”'

Adapun organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS di kabupaten
Sumenep yaitu:
a. PERFAS (Persatuan Famili Semolo)

1) Latar Belakang PERFAS

Organisasi kaum bangsawan ini bernama Persatuan Famili
Semolo yang disingkat ‘PERFAS’>?. Organisasi ini didirikan pada
tanggal 17 Januari 1949 kemudian disempumakan pada tanggal
22 Juni 1993.

Perfas ini adalah satu organisasi tertinggi masyarakat
keraton yang ada di Sumenep. Menurut Raden Bagus

st
Ibid
2. AKTA PERFAS No.WI10. b. 35-HK. 01. 09-74, Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumenep.
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Bahauddin®, (Lihat di bagan II lampiran) organisasi keraton
sudah ada sejak masih pemerintahan keraton dulu, akan tetapi
tidak dilembagakan seperti sekarang ini. Namun meski tidak
dilembagakan, kesatuan famili waktu dulu benar-benar kuat
berhubung masih ada sang Raja di tengah-tengah mereka.
Semenjak  pemerintahan  keraton berakhir, kekerabatan
masyarakat bangsawan mulai renggang. Globalisasi yang datang
menjadi pemisah keeratan hubungan antar ningrat hingga
akhirnya sebagian kaum bangsawan ini berupaya melembagakan
PERFAS ini sebagai pemersatu keluarga besar keraton agar tidak
terpecah belah.

Terkait dengan itu pula PERFAS menjadi wadah aspirasi
agar tidak terjadi kesalahpahaman perwagafan dan warisan-
warisan keraton. Disamping itu, kebudayaan dan peninggalan
keraton juga tak lepas dari salah satu tanggung jawabnya untuk
memelihara dan menjaganya meskipun itu adalah tugas seluruh
masyarakat Sumenep dan pemerintah.

2) Visi dan Misi PERFAS**

a. Visi

PERFAS sebagai wadah untuk menghimpun semua anggota
keluarga/famili keraton yang ada di Sumenep dan keturunan-
keturunannyaserta mendongkrak kebudayaan Sumenep agar
tidak punah.

b. Misi

Untuk menampung aspirasi dan menyalurkan kreatifitas serta

menciptakan hubungan iklim yang baik dan harmonis di famili Sumenep.

)

% Untuk membina dan mengembangkan ciri-ciri kebudayaan
tradisional sebagai nilai kebudayaan leluhur, demi
terwujudnya gerak budaya yang mewarnai daerah
lingkungannya dalam melengkapi khasanah kebudayaan
nasional.

%3 Raden Bagus Bahauddin, Pengurus PERFAS, (untuk lebih jelasnya dapat diLihat pada
bagan II lampiran skripsi ini) wawancara di sekretariat Perfas, pada hari minggu, tanggal 01 Juni
2012. Pada pukul 15.10 WIB.

% Ibid
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%* Melestarikan dan mengamankan segala peninggalan dan
harta kekayaan leluhur yang diwariskan dan diwaqgafkan
secara turun temurun guna dipelihara untuk kepentingan
bersama.

% Meningkatkan kesejahteraan anggota PERFAS

3) Struktur Organisasi

Ketua : Tuan Raden Bagus Achmad Rifa’ie

Waka I : Tuan Raden Panji Abd. Rahman

Waka II : Tuan H. Raden Panji A. Rifai Latif, SH.
Sekretaris  : Tuan Drs. Bahauddin

WaSek : Tuan Raden Bagus Moh. Saleh Marzuki, SH
Bendahara : Tuan Rachmad, Spd.

WaBen : Tuan Raden Bagus Karchi

b. FORSIGEMAS (Forum Silaturahim Generasi Muda Sumolo)

1. FORSIGEMAS generasi dari PERFAS

Organisasi ini berada di bawah naungan PERFAS, jadi visi dan

misinya tidak jauh berbeda dari induknya. Hanya saja organisasi

ini adalah perkumpulan para pemuda bangsawan yang merupakan

regenerasi. Disini jelas terlihat bagaimana sosialisasi melalui

lembaga benar-benar dilakukan oleh para sesepuk di samping

juga sosialisasi di dalam keluarga.

FORSIGEMAS ini didirikan pada tahun 2000 dengan diketuai

oleh Raden Mas Ridwan hingga sekarang. Menurut Ridwan™,

(Lihat di bagan II lampiran) lahimya FORSIGEMAS ini karena

beberapa hal, diantaranya:

» Pemuda biasanya tidak dilibatkan, padahal pemuda punya ide
dan semangat yang tinggi

»  Solusi permasalahan internal yang perlu melibatkan kaum tua
dan muda.

> Sebagai pewaris para sesepuh di masa yang akan datang perlu
dihargai dari sekarang dengan cara dibina dan di
organisasikan.

> Dan lain-lain.

2. Peran FORSIGEMAS bagi PERFAS

% Raden Bagus Mas Ridwan, pengurus organisasi Forsigemas, (untuk lebih jelasnya dapat
diLihat pada bagan II lampiran skripsi ini) wawancara di Ampera Serambi Keraton, pada hari
minggu, tanggal 07 Juni 2012, Pukul. 09.10 WIB
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Pada tahun 2007 lalu dibentuklah FSKN (Forum Silaturrahim
Keraton Se-Nusantara) yang bertempat di Bali dengan
pemendagri no. 37 tahun 2007. Karena yang muda punya
semangat dan harus diakui oleh sesepuhnya maka pengurus
FORSIGEMAS berangkat ke Bali.

Raden Mas Ridwan berpendapat bahwa organisasi FSKN (Forum
Silaturrahim Keraton Se-Nusantara) memiliki  misi
mempertahnkan keraton se-nusantara, karena Indonesia terdiri
dari kurang lebih 250 keraton kecil dan besar. Dan diantara
keraton-keraton itu terdapatlah budaya-budaya yang harus
dipertahankan. Dan Pada waktu pembentukan ketua, terpilihlah
Ida Cokorde Ngurah Jambe Pemecutan ke IX dari Denpasar bali
sebagai ketua FSKN. Dari keraton Sumenep Raden Mas Ridwan
(Ketua FORSIGEMAS) terpilih sebagai seksi hubungan antar
keraton dan pemerintah se-nusantara.

Keberadaan organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS yang
merupakan wadah masyarakat kalangan bangsawan di Kabupaten Sumenep
mempunyai peran yang cukup besar dalam menyatukan aspirasi dan
menghindari kesalahpahéman di kalangan masyarakat bangsawan, serta
dalam melestarikan budaya leluhurnya. Dengan demikian, keberadaan
kalangan bangsawan yang ada di Kabupaten Sumenep, tradisi serta prilaku
masyarakat bangsawan tetap terjaga dan dilestarikan dengan baik dan benar
sesuai ajaran leluhur mereka.>®

Budaya dan tradisi masyarakat bangsawan dapat mempertahankan
stabilitas sosial karena segala perilaku tentang akhlaq dan kesopanan yang
dianut berpedoman pada Al-qur’an dan Hadits. Keluarga bangsawan yang
selalu mengajarkan kebiasaan, tradisi, sikap dan nilai-nilai serta tingkah

laku kebangsawanan sejak kecil. Dengan demikian anak bangsawan patuh

58 Ibid



90

dan percaya dengan aturan-aturan orang tuanya. Sampai saat ini, budaya
prilaku dan tatakrama yang dilakukan oleh kalangan bangsawan dijadikan
sebagai contoh oleh masyarakat umum sehingga budaya seperti itu harus
tetap dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat
memberikan nilai positif bagi masyarakat.
2. Partisipasi Politik Yang Ditunjukkan Oleh Bangsawan (Golongan
Darah Biru) Terhadap Pemerintah di Kabupaten Sumenep
Partisipasi politik yang dilakukan oleh kalangan bangsawan di
Kabupaten Sumenep dalam ikut andil dan mempengaruhi kebijakan
kepemerintahan sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu. Hal tersebut dapat
diketahui dengan adanya peninggalan-peninggalan para pendahulu kaum
bangsawan di sumenep, seperti Kadipaten Sumenep (atau sering dikenal
sebagai Kadipaten Madura), adalah sebuah monarki yang pernah
menguasai seluruh Pulau Madura. Pusat pemerintahannya berada di Kota
Sumenep sekarang. Selama bertahun-tahun, kadipaten ini diperintah oleh
bangsawan elit Madura, Dinasti Cakraningrat. Status monarki turun
temurun menjadi kepangeranan ketika masa pemerintahan Sultan Agung
dari Mataram. Kemudian, kedudukan Dinasti Cakraningrat hanya sebagai
regent di Madura di masa pemerintahan Belanda. Peninggalan Kadipaten
Sumenep yang terkenal dan masih dapat disaksikan sampai saat ini adalah

Keraton Sumenep dan Masjid Jami’ yang berada di pusat Kota Sumenep.’’

%7 Raden Bagus Bahauddin, Pengurus PERFAS, (untuk lebih jelasnya dapat diLihat pada
bagan Il lampiran skripsi ini) wawancara di sekretariat Perfas, pada hari minggu, tanggal 01 Juni
2012. Pada pukul 15.10 WIB.
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Keraton adalah sebuah simbol dan mempunyai makna penting
tersendiri. Sedangkan Masjid Jami’ atau Masjid Agung adalah tempat
melakukan ibadah kepada Allah SWT yang menandakan segala bentuk
ketertundukan manusia kepada kekuasaan Allah.’® Pendiri pertama dari
masjid Jami’ tersebut ialah Panembahan Notokusumo I Asiruddin. Yang
menurut sejarah yang berkembang, bahwa Masjid Jami’ Sumenep hanya
membutuhkan air tiga pikul. Bahkan arah kiblat Masjid Jami’ tutur oleh
beberapa alim ulama’ terdahulu sempat diragukan. Hal tersebut
dikarenakan dahulu masih banyak belantara dan tidak adanya alat penentu
arah atau kompas. Sehingga tempat imam oleh Panembahan Semolo di
lubangi.

Pada saat ini, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh kalangan
bangsawan di Kabupaten Sumenep yakni dilakukan melalui dua wadah
organisasi, yaitu: Yang pertama adalah PERFAS, ketua dan pengurusnya
adalah kalangan bangsawan yang sepuh-sepuh. Yang kedua adalah
FORSIGEMAS yang diketuai dan semua anggotanya adalah pemuda-
pemuda bangsawan. Hal ini adalah proses pengendapan tradisi. Kedua
organisasi ini adalah wadah budaya karena orang-orangnya adalah pelaku
sejarah. Di samping itu, organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS
merupakan simbol pengganti kedudukan Raja di tengah-tengah masyarakat

Sumenep. Dengan kata lain, simbol yang digunakan antara lain Bahasa,

® Bindara Akhmad, Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi Beserta Tokoh di
Dalamnya, (Sumenep; Barokah, 2010), hal. 27-28
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Gelar, pemakaman khusus dan organisasi bangsawan. Hal inilah yang
digunakan baik dalam hal politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.
Untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi kalangan
bangsawan di Kabupaten Sumenep, peneliti melakukan wawancara dengan
Raden Bagus Hasyim Asy’arie.” Beliau mengatakan bahwa partisipasi
politik yang dilakukan oleh kalangan bangsawan terdapat dua bentuk, yaitu
secara struktural dan non struktural. Bentuk partisipasi politik secara
struktural, dilakukan oleh kalangan bangsawan dengan terjun langsung di
pemerintahan Kabupaten Sumenep. Untuk saat ini bentuk partisipasi sudah
mulai berkurang adanya. Dalam artian, sedikitnya penerus dari generasi
keturunan bangsawan yang berperan dalam pemerintah. Sedangkan bentuk
partisipasi  politik secara non struktural, dilakukan oleh kalangan
bangsawan dengan menyatukan aspirasi masyarakat untuk meinpengaruhi
dan ikut terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep
yang dapat merugikan kesejahteraan rakyat, dan untuk menyatukan
masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara demokratis.
Bentuk-bentuk partisipasi politik bangsawan di kabupaten
Sumenep yakni:
o Mengikuti pemilahan umum (Pemilu) yang diselenggarakan di
tempat-tempat tertentu dengan cara demokrasi dan tidak mengusik

antara satu dengan yang lainnya.

¥ Raden Bagus hasyim Asy’arie, Kasubag Pendidikan (Sekretaris DPRD), (untuk lebih
jelasnya dapat diLihat pada bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara di kantor DPRD Sumenep,
pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012. Pukul 11.30 WIB.
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o Adanya organisasi keraton yaitu PERFAS dan FORSIGEMAS.

o Ikut berperan dalam LSM.

o Bergabung dengan partai-partai. Seperti Golkar, PDI, PPP

o Adanya paguyuban/perkumpulan rutin tahunan keluarga besar
bangsawan didalam kraton.

Di samping itu, bapak Saleh Marzuki menambahkan, bahwa
partisipasi politik yang dilakukan oleh kalangan bangsawan di Kabupaten
Sumenep mendapatkan respon yang cukup baik, baik dari kalangan
pemerintah maupun dari kalangan masyarakat karena golongan bangsawan
yang ikut berperan aktif dan duduk di pemerintahan kota Sumenep sangat
disegani dan berkarisma. Sedangkan di masyarakat, golongan bangsawan
yang ikut berpartisipasi banyak memperoleh respon baik dikarenakan
kebanyakan masyarakai Sumenep menghormati mereka sehingga
partisipasi yang dilakukan masyarakat tidak secara anarkis, tanpa kekerasan
dan secara damai.

Untuk menambah informasi mengenai partisipasi politik yang
dilakukan oleh kalangan bangsawan, peneliti juga melakukan wawancara
dengan  Ridlwan.® Ia mengatakan, bahwa partisipasi politik yang
dilakukan oleh kalangan bangsawan di Kabupaten Sumenep dilakukan
dengan mempersatukan suara, khususnya dikalangan bangsawan sendiri

melalui organisasi kalangan bangsawan untuk ikut andil dalam kebijakan-

% Raden Bagus Mas Ridwan, pengurus organisasi Forsigemas, (untuk lebih jelasnya dapat
diLihat pada bagan II lampiran skripsi ini) wawancara di Ampera Serambi Keraton, pada hari
minggu, tanggal 07 Juni 2012, Pukul. 09.10 WIB
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kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep agar pada
kebijakan tersebut tidak terdapat kebijakan yang dapat merugikan
masyarakat. Golongan bangsawan secara tidak langsung berperan dalam
pengembangan cagar budaya yang ada di keraton Sumenep yang menjadi
salah satu pemasukan ekonomi daerah kabupaten Sumenep.

Ditunjukkan dengan adanya partisipasi politik bangsawan melalui
LSM FKP2I (Forum Komunikasi Pemuda Peduli Indonesia) yakni

< LSM - FKP2I®' didirikan di Sumenep pada hari Kamis tanggal 15
Januari 2009, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota
Sumenep.

% LSM-FKP2I lahir didasari oleh kepedulian terhadap kepentingan
masyarakat yang mencakup Sosial budaya,sosial ekonoini, sosial
politik dan hukum, kelestarian alam dan lingkungan hidup juga
kepedulian terhadap disiplin dan kinerja aparatur Pemerintah,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) dan aparat penegak
hukum. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerataan
pembangunan, mencerdaskan masyarakat, meningkatkan
wawasan dan kesejahteraan masyarakat yang pada hakikatnya
mewujudkan cita cita perjuangan bangsa yakni memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang
berkeadilan sosial.

LSM - FKP2I dalam menjalankan tugasnya bersifat frofessional,

Independen, musyawarah, ikhlas, jujur, militan dan bertanggung

jawab.

3

*

¢ Berpartisipasi dalam hal pengembangan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang bertujuan
meningkatkan wawasan dan kesejahteraan masyarakat serta
menjaga kelestarian alam dan lingkungan melalui pendidikan,
pelatihan, seminar, penelitian, konsultasi dan jasa jasa lainnya.

% Usaha yang ditempuh mengenai Bidang Sosial Budaya, Bidang
Sosial Ekonomi, Bidang Sosial Politik dan Hukum.

' http:/forumkomunikasipemudapeduliindonesia.blogspot.com diakses hari jum’at, pukul
23.15, pada tanggal 03-08-2012
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Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dari golongan bangsawan
terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah khususnya  dibagian
pengembangan budaya sangatlah berpengaruh. Di samping itu, dengan
adanya partisipasi politik yang dilakukan oleh kalangan bangsawan dan
masyarakat Sumenep dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sehingga tidak terdapat unsur-

unsur merugikan, baik di pihak pemerintah maupun masyarakat.



BAB IV

ANALISA DATA

A. Eksistensi Bangsawan (Golongan Darah Biru) Dalam Pemerintah di
Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data yang telah peneliti paparkan pada bab tiga dalam
penelitian ini, bahwa keberadaan bangsawan di Kabupaten Sumenep
merupakan golongan yang dihormati dan disegani, baik oleh pemerintah
sendiri maupun oleh kalangan masyarakat. Hal ini sudah diyakini oleh
masyarakat Sumenep tentang eksistensi seorang bangsawan karena adanya
suatu kepercayaan dan penghormatan kepada leluhur bangsawan yang dilihat
dari silsilah bangsawan itu sendiri yang telah berjasa dalam mengembangkan
daerah Sumenep. Dan juga keturunan dari ulama’-ulama’ yang menyebarkan
agama terutama agama islam.

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa keberadaan kalangan
bangsawan di pemerintahan Kabupaten Sumenep mempunyai posisi yang
cukup dihormati dan disegani. Hal tersebut dapat diketahui dengan tetap
dilestarikannya Keraton' dan Masjid Jami’ yang merupakan peninggalan

leluhur kalangan bangsawan, bahkan Keraton dan Masjid Jami’ tersebut

' adalah daerah tempat seorang penguasa (raja atau ratu) memerintah atau tempat

tinggalnya (istana). Dalam pengertian sehari-hari, keraton sering merujuk pada istana penguasa di
Jawa.

? Masjid Agung Sumenep, yang dulu dikenal dengan nama Masjid Jami’, terletak ditengah-
tengah Kota Sumenep. Masjid ini dibangun setelah pembangunan Kraton Sumenep, sebagai
inisiatif dari Adipati Sumenep, Pangeran Natakusuma I alias Panembahan Somala (1762-1811 M).
Menghadap ke Taman Kota, yang berada di sebelah Timurnya. Dengan gerbang besar, pintu kayu
kuno, yang berdiri kokoh menghadap matahari terbit.

%6
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dijadikan sebagai salah satu tempat yang dijaga dan dilestarikan sebagai tempat
budaya oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Di samping itu, menurut hemat peneliti bahwa kalangan bangsawan di
Kabupaten Sumenep mempunyai tempat tersendiri di dalam masyarakat bukan
dikarenakan mereka merupakan keturunan bangsawan saja melainkan
dikarenakan mereka tetap melestarikan budaya leluhur mereka melalui
tatakrama dan prilaku yang baik dan sopan sehingga mereka diterima
dikalangan masyarakat banyak dalam bermasyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Iberamsyah’ dalam disertasinya
Sumartono yang mengemukakan tiga pandangan tentang pengertian elit yang
diuraikan sebagai berikut: Pertama, pandangan nilai. menurut kaum
bangsawan adanya bangsawan mempunyai kemampuan lebih. Dikarenakan
kaum bangsawan bagi masyarakat memiliki karakter dan suri tauladan yang
patut untuk diikuti. Seperti halnya norma-norma yang ditanamkan oleh leluhur
mereka. Kedua, tetap adanya kedudukan-kedudukan yang dimiliki oleh
bangsawan walaupun hanya sebagian dari mereka yang menggelutinya. bagi
masyarakat, kaum bangsawan merupakan suatu kelompok yang menduduki
posisi tinggi pada puncak sosial dalam masyarakat. Ketiga, adanya organisasi
yang dimiliki oleh keturunan bangsawan dan menjadi pengaruh seutuhnya bagi
kaum bangsawan itu sendiri. Misalnya organisasi PERFAS dan

FORSIGEMAS.

3 Mengutip dari Disertasi Sumartono, Peralihan Status sosial Elit Di Pedesaan, Suatu
Kajian tentang Pola dan Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit
Pamong Desa (Surabaya: Universitas Airlangga, 1996), hal. 13-14
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Melalui tiga pandangan mengenai elit yang dikedepankan oleh
Iberamsyah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan kaum
bangsawan dalam Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun di masyarakat
disebabkan karena keturunan bangsawan mempunyai kedudukan tersendiri
dikalangan masyarakat, yaitu dalam hal gelar kekratonan dan merupakan
kalangan yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat sehingga
keberadaan mereka cukup mempunyai pengaruh baik bagi masyarakat maupun
di pemerintahan Kabupaten Sumenep.

Menurut Raden Bagus Hasyim Asy’arie, Golongan Darah Biru yaitu:
“seseorang atau keluarga yang memiliki keturunan Raja atau
bangsawan, dalam sejarahnya eksistensi bangsawan (golongan darah
biru) dalam Pemerintah di Kabupaten Sumenep di pimpin secara turun
temurun. Untuk saat ini, mereka (masyarakat Golongan Darah Biru)
hanya sebagian seperti golongan masyarakat biasa baik dalam politik,

sosial dan budaya. Sedangkan dalam tajuk pemerintahan, seseorang

yang berGolongan Darah Biru juga sebagai menjalankan roda

pemerintahan dengan prosedur yang ada.” 4

Bangsawan yang berpartisipasi di dunia sosial maupun budaya semua
disamaratakan secara keseluruhan dan menyatukan sosial. Seperti kegiatan-
kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Tetapi dalam dunia politik hanya
sebagian diantara mereka yang berpartisipasi karena ketertarikan perorangan
terhadap dunia perpolitikan. Disisi lain, ada golongan bangsawan yang
menutup diri (tidak menampakkan gelar kebangsawanannya) dikarenakan
merasa tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsawan/kraton itu

sendiri.

* Raden Bagus Hasyim Asy’arie, Kaum Bangsawan, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada bagan II lampiran skripsi ini) Wawancaran, pada hari minggu, tanggal 17 Juni 2012.
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Menurut Nurul Iskandar, staff Sek DPRD (Komisi A) mengatakan

“bahwa di lihat dari kedudukan pemerintah yang sekarang, hanya
segelintir orang saja keturunan bangsawan yang menduduki
pemerintahan sedangkan yang lainnya mereka kebanyakan dari
masyarakat biasa ataupun priyayi.”

Dipertegas dengan penjelasan teori Paretto dalam bukunya Robert Van
Niel® tentang macam-macam teori elit yakni: pertama, elit yang memerintah.
Yang mana terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
pemerintahan (daerah maupun kraton). Hal ini dideskripsikan bahwa kaum
bangsawan yang mempunyai wewenang dalam memerintah serta dalam
kelompok-kelompok lain. Kedua, elit yang tidak memerintah. Hal ini kebalikan
dari elit sebelumnya. Yakni kaum bangsawan yang tidak ikut berkecimpung
dalam pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu. Realitanya, sebagian
besar kaum keturunan bangsawan tergabung dalam elit ini. Yang mana hanya
sebagai masyarakat biasa yang memiliki keturunan bangsawanannya namun
tidak menjabat di pemerintahan.

Kebebasan individu/masyarakat merupakan salah satu pilar dan bagian
menentukan dari demokrasi. Negara-negara yang telah mapan demokrasinya,
memberikan jaminan kebebasan terhadap individunya. Individu di Indonesia
terbukti telah memperoleh jaminan untuk secara bebas memaksimalkan hak-
hak politiknya. Masyarakat bisa berpartisipasi secara bebas dalam setiap proses

politik, memilih wakil politiknya, mengawasi dan mengkritisi proses pemilihan

* Raden Nurul Iskandar, Staff Sekretaris DPRD Komisi A di Pemerintah Kabupaten
Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan I lampiran skripsi ini) Wawancara, pada
tanggal 04 Juni 2012 pukul. 12.55 WIB

® Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya,
1948), hal. 12.
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jabatan publik, serta dapat mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politik.
Bahkan, secara bebas dijamin dan disediakan saluran tepat untuk
menyampaikan ketidakpuasan terhadap hasil-hasil dari proses politik tersebut.

Hal ini dipertegas dengan adanya UUD 1945 Pasal 28C ayat 2 yang
berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya”.’

Maksudnya, Setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif
unntuk membangun masyarakat, bangsa dan negara indonesia. Setiap orang
berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal
pembangunan negara dalam arti dapat ikut serta dalam calon Presiden, DPR,
MPR, Mentri, Bupati, gubernur, bahkan RT. Atau dapat membangun bangsa
secara sukarela melalui Lembaga Swadaya Masyarakat atau semacamnya.
Semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Seperti halnya Raja Sultan Abdurrahman dalam menghadapi politik
kolonial Belanda yang disebut “ajala sotra”, yaitu sejenis taktik dan siasat
untuk melawan politiknya ‘devide et impera’pemerintah Kolonial stelsel, dari
Belanda.® Politik tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, tetap secara
halus dan berhati-hati, kalau tidak bisa, berbahaya pada diri sendiri. Berkat

jiwa kepemimpinannya yang mempunyai wawasan yang luas, sehingga

7' UUD 1945 Amandemen Pertama s/d Keempat, di susun oleh Pratiwi Utami, (Yogyakarta:
Jogja Bangkit (Anggota Ikapi), 2010). Hal. 37

3Lihat Sejarah Sumenep dalam Sebuah Makalah yang diterbitkan hari Rabu 10 Desember
2003 di Pendopo Agung Sumenep. Hal. 32
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mengantarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan kejayaan
kabupaten Sumenep dengan rasa tanggung jawab yang dimilikinya.

Dari sinilah awal mulanya perombakan seorang pemimpin yang
mengikuti aturan pemerintah melalui pemilu secara demokrasi bagi siapa aja
berhak menjadi pemimpin. Dalam Pemilukada, masyarakat di Sumenep baik
dari kalangan bangsawan maupun kalangan biasa, mereka memilih dengan
seksama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Partisipasi yang mereka
gunakan ialah dengan cara demokratis. Tidak mengusik antara satu dengan
yang lain.’

Menurut Raden Moh Baihakki, Camat Batu Putih , Beliau berpendapat
bahwa:

“Setelah masa Orba, Orla, reformasi dan pasca reformasi pernah pada
zaman dahulu tajuk penierintahan di pegang oleh keturunan
raja/bangsawan. Di dalam keberangkatannya selalu menjanjikan terhadap
keturunan yang ia miliki dan selalu mengutamakan keturunan raja
(labeling). Namun pada hakikatnya ketika menjadi pemimpin pemerintah
tidak ada suatu perkembangan apapun terhadap apa-apa yang ia janjikan.
Padahal aset-aset peninggalan raja dahulu yang ada di sumenep sangatlah
banyak. Maka dari itu semenjak adanya peraturan perundang-undangan
“siapa saja bisa jadi pemimpin” bermunculan kandidat-kandidat yang
mencalonkan untuk menjadi pemimpin.”"

Padahal, menurut komentar Raden Bagus Bahauddin, pengurus
organisasi Perfas, berpendapat bahwa:
“Saya menginginkan yang menjadi pemimpin pemerintah haruslah dari

keturunan Raja (Kraton)/ bangsawan karena dengan itu mereka kan
menyadari (mengingat) dan mengembangan budaya dan aset-aset

® Raden Nurul Iskandar, Staff Sekretaris DPRD Komisi A di Pemerintah Kabupaten
Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan I lampiran skripsi ini) Wawancaran, pada
hari minggu, tanggal 17 Juni 2012.

' Raden Moh Baihakki, Camat Batu Putih , (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara, pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012.
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peninggalan Raja yang didalamnya meliputi; Keraton, Masjid Agung, Asta
Tinggi, Panembahan Semolo dll, untuk dijadikan yang lebih terdepan
seperti halnya Kraton-kraton yang masih berkembang pada saat ini seperti
Yogyakarta dan Surakarta.”"’

Berkaitan dengan teorinya Iberamsyah'? dalam disertasinya Sumartono
menjelaskan bahwa eksistensi/keberadaan bangsawan bersifat disegani dan
berkharisma apabila Pertama, dilihat dari segi nilai bentuknya mengacu kepada
penerapan terhadap suri tauladan dan tatakrama yang baik dan mendarah
daging di kalangan bangsawan sendiri. Tentunya sifat tersebut memiliki nilai
lebih bagi kalangan masyarakat biasa. Perbedaan ini dilihat dari kepercayaan
masyarakat yang memandang kepada aturan-aturan bangsawan yang diajarkan
nenek moyang terdahulu. Kedua, dari segi struktur, komunitas bangsawan
sudah jelas keberadaannya baik dalam struktur kebangsawanannya juga dalam
struktur pemerintah daerah Sumenep. Dalam struktur kebangsawanan,
kalangan bangsawan memiliki bagan-bagan kepengurusan dan silsilah yang
jelas adanya. Untuk saat ini keterangan tersebut dapat ditemukan di area
museum kraton Sumenep. Sedangkan dalam struktur pemerintah daerah
Sumenep, dari tutur sejarah pada tanggal 31 oktober 1269 kalangan bangsawan
memang telah menjadi pemimpin atau panutan yang duduk dalam
pemerintahan. Yang mana terkenal dengan hari jadi kabupaten Sumenep

sekaligus pelantikan adipati pertama Arya Wiraraja.

! Raden Bagus Bahauddin, pengurus organisasi Perfas, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara di sekretariat Perfas, pada hari minggu, tanggal 01
Juni 2012. Pada pukul 15.10 WIB.

12 Mengutip dari Disertasi Sumartono, Peralihan Status sosial Elit Di Pedesaan, Suatu
Kajian tentang Pola dan Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit
Pamong Desa (Surabaya: Universitas Airlangga, 1996), hal. 13-14
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Kalangan bangsawan memiliki wadah kekeluargaan yang begitu baik
dan erat dalam menjalin silaturahmi sesama bangsawanannya. Demi
ketidakpudarannya kehidupan Kraton atau ketﬁrunan darah biru (bangsawan)
yang ada mereka membuat suatu organisasi/wadah yaitu PERFAS (Persatuan
Family Panembahan Semolo) dan FORSIGEMAS (Forum Silaturrahmi
Generasi Muda Sumolo). Salah satu kegiatan yang acaranya diadakan pertahun
dalam wadah kekeluargaan ini yaitu kegiatan arisan. Selain menguntungkan
bagi orang yang mendapatkan gilirannya, juga selalu menjaga dan mempererat
tali persaudaraan di kalangan bangsawan sendiri terutama dalam kontribusi
melestarikan  peninggalan-peninggalan para leluhurnya. Disisi lain
wadah/Organisasi inilah dapat mereka gunakan dalam partisipasi baik politik,
sosial, budaya dll.

Lebih jelasnya, untuk menyatukan suara kalangan bangsawan Sumenep
yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan pengaruh dan peran mereka,
terbentuk dua wadah organisasi bangsawan yaitu PERFAS (Persatuan Famili
Sumolo) dan FORSIGEMAS (Forum Silaturrahmi Generasi Muda Sumolo).
PERFAS merupakan organisasi atau kelembagaan yang diketuai dan diurus
oleh sesepuh kalangan bangsawan, sedangkan FORSIGEMAS merupakan
regenerasi yang diketuai dan diurus oleh kalangan pemuda kaum bangsawan.

Keberadaan organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS yang merupakan
wadah masyarakat kalangan bangsawan di Kabupaten Sumenep mempunyai
peran yang cukup besar dalam menyatukan aspirasi dan menghindari kesalah

pahaman di kalangan masyarakat bangsawan, serta dalam melestarikan budaya
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leluhurnya. Dengan demikian, keberadaan kalangan bangsawan yang ada di
Kabupaten Sumenep dan tradisi dan prilaku masyarakat bangsawan tetap
terjaga dan dilestarikan dengan baik dan benar sesuai ajaran leluhur mereka.
Sampai saat ini, budaya prilaku dan tatakrama yang dilakukan oleh kalangan
bangsawan dijadikan sebagai contoh oleh masyarakat umum sehingga budaya
seperti itu harus tetap dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan bermasyarakat
karena dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat.'?

Oleh karena itu, menurut hemat peneliti bahwa keberadaan kalangan
bangsawan melalui dua wadah organisasi tersebut dapat menambah pengaruh
mereka dalam pemerintahan di Kabupaten Sumenep karena mereka dapat
membantu  pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Sumenep.
Berikut ini adalah tabel tentang eksistensi bangsawan di Kabupaten Sumenep

menurut klarifikasi Elit Iberamsyah.

TABEL I
EKSISTENSI BANGSAWAN
No. | Jenis kegiatan Klarifikasi Elit Menurut Iberamsyah
Nilai | Struktur | Lembaga dan | Formal | Informal
organisasi
Bersifat disegani | v v v v
dan berkharisma
Wadah v v v v

3 Raden Bagus Abdullah Latief, Pengasuh Pondok Pesantren Sarsore Loteng Sumenep,

(untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan I lampiran skripsi ini) Wawancara, pada hari
minggu, tanggal 09 Juni 2012
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kekelurgaan

3. Arisan v v

B. Partisipasi Politik Yang Ditunjukkan Oleh Bangsawan Terhadap
Pemerintah di Kabupaten Sumenep

Dari data yang peneliti peroleh mengenai partisipasi politik yang
dilakukan oleh kalangan bangsawan, yaitu bahwa partisipasi politik yang
dilakukan oleh kalangan bangsawan terdapat dua bentuk, yaitu secara
struktural dan non struktural. Bentuk partisipasi politik secara struktural,
dilakukan oleh kalangan bangsawan dengan terjun di lingkungan pemerintahan
aten Sumenep baik di legislatif melalui keanggotaan partai-partai politik untuk
ikut dalam memberikan kebijakan dan keputusan dalam kepemerintahan di
Kabupaten Sumenep. Hal ini lebih cenderung terhadap melestarikan cagar
budaya mengenai peninggalan-peninggalan leluhurnya. Tetapi realitanya dalam
politik, pegawai-pegawai dari keturunan bangsawan  yang berada di
pemerintahan hanya sekedar menjalankan roda pemerintah dan tidak memiliki
hak penuh dalam menentukan kebijakan yang ada. Karena pada periode
pemerintahan sekarang tidak ada yang menjabat.

Sedangkan bentuk partisipasi politik secara non struktural, dilakukan
oleh kalangan bangsawan melalui partisipasi sosial dengan menyatukan
aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi dan ikut andil terhadap kebijakan-
kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep yang dapat merugikan

kesejahteraan rakyat, dan untuk menyatukan masyarakat untuk ikut
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berpartisipasi secara demokratis. Lebih jelasnya, keikutsertaan kalangan
bangsawan ini hanya sebagai antusiasme rasa peduli terhadap masyarakat
Sumenep demi menjadikan daerahnya sebagai daerah yang tangguh akan
keadilan dan ketentraman masyarakatnya.

Pada pemilukada, masyarakat Sumenep baik dari kalangan bangsawan
maupun kalangan biasa berpartisipasi secara demokratis tanpa ada diskriminasi
dan mengusik antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya masyarakat
biasa, bangsawan tidak memiliki perbedaan lebih terhadap gelar/silsilah yang
dimilikinya. Semua itu kembali kepada individual kepercayaan masing-masing
perorangan. Namun disisi lain, dahulu kala ada dari keturunan bangsawan yang
ingin mencalonkan dengan meminta dukungan melalui organisasi kraton.
Tetapi semua itu kembali kepada keyakinan perorangan masing-masing.

Menurut Hasyim Asy’arie'® bahwa

“kegiatan pemilu dalam memilih kepala negara tergantung kepada

individunya, hal ini mengacu pada pengalaman sebelumnya yang menurut

tutur sejarah ada dari kalangan bangsawan yang mencalonkan sebagai
kepala daerah di pemerintahan kabupaten Sumenep dengan memanfaatkan
label kebangsawanannya. Tetapi semua itu hanya taktik politik saja.

Karena ketika sudah menjadi pejabat pemerintahan, mereka lupa dengan

akarnya. Maka dari itu setiap ada pemilu baik kalangan bangsawan
maupun masyarakat biasa semua kembali kepada individualnya”.

Dilihat dari teori tentang partisipasi politik masyarakat Partisipasi

dalam kebijakan publik memiliki empat konsep, yakni:'’

14 Raden Bagus Hasyim Asy’arie, Kaum Bangsawan, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada bagan II lampiran skripsi ini) Wawancaran, pada hari minggu, tanggal 17 Juni 2012.

'3 Ahmad Satori dan Taufig Nurohman, “Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Formulasi
Kebijakan”, dalam journal unsil.ac.id/index.php/finish/38-volume-3-no-1/21 O-partisipasi-politik-
masyarakal-adat-da[am-deskripsi-ten!ang-partisipasi—politik-masyarakat-kampung-kuta-a’alam-
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a. Voice (suara), yaitu ikut berpartisipan terhadap pemungutan suara
dalam pemilihan-pemilihan kepada daerah. Dengan ini posisi yang
dimiliki oleh kaum bangsawan sendiri sama halnya dengan
masyarakat biasa.

b. Akses, yakni sebagian dari kalangan bangsawan ikut berperan dalam
kesempatan  terhadap  kegiatan-kegiatan = yang  memajukan
pembangunan pemerintah Sumenep.

c. Ownership (kepemilikan), yaitu saling memiliki atau bekerjasama
terhadap apa yang ada di pemerintah Kabupaten Sumenep. Terutama
pemberdayaan peninggalan raja-raja Kraton Sumenep.

d. Control, yaitu bagi kalangan bangsawan sistem control yang
dimaksud yakni menjaga dan melestarikan budaya-budaya Kraton
dan juga antusiasme menilai maupun mengontrol berjalannya
kebijakan pemerintah Sumenep terutama mengenai cagar budayanya.

Jelas kiranya bahwa peran partisipan kaum bangsawan tidak jauh
beda dengan kalangan masyarakat biasa. Cuman bedanya, keturunan
bangsawan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap peninggalan leluhurnya.
Ini dapat terlihat dari paparan yang telah di contohkan di atas. Adapun dalam
pemerintah kabupaten Sumenep, partai-partai yang paling banyak digandrungi
oleh golongan bangsawan yaitu partai PKB. Sebagai partai dengan ideologi
nasionalis-Islam. Selain menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai dasar

negara Indonesia, PKB sesuai visi dan misinya sangat perhatikan nilai religius

Jormulasi-kebijakan-di-desa-karangpaninggal-kecamatan-tambaksari-kabupaten-ciamis.diakses
pada hari Jum’at tgl 13 juli pada pukul 20.10
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dalam berpolitik. Faktanya dalam pemilihan bupati tahun 2010, bupati Busyro
Karim merupakan salah satu delegasi dari partai PKB yang mengunggulkan
kemenangan pemilihan bupati di kabupaten Sumenep. Seyogyanya bagi kaum
bangsawan partai ini dipercayai karena mengedapankan dan menjujung tinggi
agama islam. Seperti Nurul Iskandar' yang memiliki keyakinan dalam
memilih partai ini.

Selain partai PKB, keturunan bangsawan juga ikut berperan dalam
partai lainnya seperti Golkar, PDI, PPP, dll. Semua itu berangkat dari
keinginan dan keyakinan terhadap apa yang mereka geluti. Di sisi lain,
walaupun mereka dari golongan bangsawan tetapi tidak mempengaruhi
kebangsawanannya. Berjalan sama dengan peraturan dan komitmen
perpartaian. Semua itu kembali kepada individualistiknya.

Raden Nurul Iskandar'’ menyatakan “ada beberapa teman saya yang
ikut berperan dalam partai-partai yang ada di Sumenep, namun semua itu
hanya keinginan individual saja. Tidak menyangkut pautkan dengan gelar
bangsawan yang dimiliki. Dan semua berjalan dengan apa adanya”.

Mengenai Model partisipasi politik'® dalam bukunya Ramlan Surbakti
terbagi menjadi 2 bagian yaitu Conventional dan Unconventional.
Conventional adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan

kegiatan kampanye. Dalam kalangan bangsawan jelas kiranya bahwa ikut

' Raden Nurul Iskandar, Staff Sekretaris DPRD Komisi A di Pemerintah Kabupaten
Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan I lampiran skripsi ini) Wawancaran, pada
hari minggu, tanggal 17 Juni 2012.

" Ibid, hari Senin, Pukul 15.45, tanggal 06 Agustus 2012

'® Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal. 184
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berpartisipan didalamnya atau memberikan apresiasi terhadap pemilu maupun
pemungutan suara. Sedangkan model Unconventional adalah model partisipasi
politik yang tumbuh berkembang sesuai dengan alur zaman. Seperti halnya
munculnya sebuah organisasi-organisai baik LSM maupun partai-partai yang
sebagian dari kalangan bangsawan ikut menggandrung didalamnya.

Adapun bentuk partisipasi politik bangsawan dapat di bagi dua yakni
Spontan dan terorganisir. Bentuk partisipasi secara Spontan yakni ikut
berdistribusi terhadap pemilihan svara atau pemilu. Sedangkan bentuk
partisipasi terorganisir yaitu adanya keikutsertaan dalam naungan sebuah
organisasi maupun partai-partai yang yang diyakini dan diikuti oleh sebagian
dari keturunan bangsawan. Seperti ikut andil dalam parta-partai maupun LSM-
LSM yang ada di kabupaten Sumenep.

Menurut Raden Moh. Ramli'® bahwa

“..banyak sebagian dari kalangan bangsawan yang ikut serta andil
dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi maupun partai-partai yang ada
di Sumenep. Kebanyakan dari mereka termasuk saya juga mengikuti organisasi
tersebut karena adanya keinginan sendiri tanpa faktor lain.”

Adapun beberapa rambu-rambu partisipasi politik yang harus dilakukan

oleh seseorang dalam berpartisipasi politik, sebagai berikut:?°

' R. B.Moh. Ramli M.Si, Camat Kota Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara di kantor, pada hari rabu, tanggal 25 oktober 2012,
tepat pukul 10.05 WIB.

20 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 141.
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a. Partisipasi yang dimaksudkan berupa kegiatan atau prilaku luar individu
warga negara biasa yang dapat di amati, bukan prilaku dalam yang berupa
sikap orientasi.

b. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat
dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini,
seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif
pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung
ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

¢. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi
pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung
ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu
mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan
secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak
lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.

e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur
yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (nonviolence).

Berdasarkan rambu-rambu partisipasi politik yang dikedepankan oleh
Ramlan tersebut di atas, bahwa dengan adanya dua bentuk partisipasi politik
yang dilakukan oleh kalangan bangsawan di Kabupaten Sumenep, baik secara
struktural maupun non struktural, atau melalui organisasi bangsawan yang
dibentuk oleh mereka, dapat memberikan nilai positif kepada Kepemerintahan

di Kabupaten Sumenep dan kepada masyarakat sumenep.
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Nilai positif yang dimiliki yakni mendapat kebanggaan tersendiri yang
telah diberikan oleh leluhur Kraton mengenai gelar kebangsawanan dan
peninggalan-peninggalan Budaya Kraton yang seyogyanya merupakan
incumbent daerah Sumenep sebagai salah satu pusat pariwisata.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik bangsawan di kabupaten
Sumenep yakni:

o Mengikuti pemilahan umum (Pemilu) yang diselenggarakan di
tempat-tempat tertentu dengan cara demokrasi dan tidak mengusik
antara satu dengan yang lainnya.

o Adanya organisasi keraton yaitu PERFAS dan FORSIGEMAS.

o Ikut berperan dalam LSM

o Bergabung dengan parta-partai. Seperti Golkar, PDI, PPP, PKB dIl.

Menurut Raden Mas Ridlwan.?' Ia mengatakan, bahwa:

“ Partisipasi politik yang dilakukan oleh kalangan bangsawan di Kabupaten
Sumenep dilakukan dengan mempersatukan suara, khususnya dikalangan
bangsawan sendiri melalui organisasi kalangan bangsawan untuk ikut andil
dalam kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten
Sumenep agar pada kebijakan tersebut tidak terdapat kebijakan yang dapat
merugikan masyarakat. Golongan bangsawan secara tidak langsung
berperan dalam pengembangan cagar budaya yang ada di keraton Sumenep
yang menjadi salah satu pemasukan ekonomi daerah kabupaten Sumenep.”

Melalui organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS yang di bentuk oleh
kalangan bangsawan, dapat memperkuat partisipasi politik mereka di
pemerintahan Kabupaten Sumenep karena kedua organisasi tersebut

merupakan wadah kekeluargaan yang memiliki hak penuh terhadap

2! Raden Bagus Mas Ridwan, pengurus organisasi Forsigemas, (untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada bagan Il lampiran skripsi ini) wawancara di Ampera Serambi Keraton, pada hari
minggu, tanggal 07 Juni 2012. Pukul. 09.10 WIB
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peninggalan-peninggalan leluhur. Seperti yang dijelaskan pada Bab
sebelumnya, Partisipasi yang digunakan melalui organisasi tersebut yaitu
dalam hal cagar budaya. Orang-orang didalamnya adalah pelaku sejarah dan
merupakan simbol pengganti kedudukan Raja di tengah-tengah masyarakat
Sumenep. Dengan kata lain, simbol yang digunakan antara lain Bahasa®?,
Gelar”®, pemakaman khusus** dan organisasi bangsawan®.

Dengan adanya partisipasi politik yang dilakukan oleh kalangan
bangsawan di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan mempersatukan suara
aspirasi masyarakat dalam pengembangan daerah di Kabupaten Sumenep.
Tentunya dengan adanya partisipasi politik terhadap peninggalan-peninggalan
sejarah yang merupakan cagar budaya bagi masyarakat Sumenep yang dapat
nilai positif dari pemerintah dan mempengaruhi pengambilan kebijakan
pemerintah, serta merupakan kesempatan dan kapasitas masyarakat menilai
dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Hal lain dalam partisipasi politik di pemerintah kabupaten Sumenep
mengenai tipologi yaitu, Pertama, Gladiator, bagi keturunan bangsawan di
kabupaten Sumenep tipologi ini sudah tidak ada lagi. Dalam artian kaum

bangsawan di kabupaten Sumenep terutama di pemerintahan hanya sebagai

pegawai yang menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dalam bidang

2 orang madura memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Madura yang termasuk kelompok

bahasa Austeronesia . Dan bagi orang luar madura, pelafalan dialek Sumenep diangap paling
merdu, halus dan jelas karena setiap suku kata diucapkan secara penuh dan tegas.

% Bagi Kraton Sumenep ada beberapa Gelar yang dimiliki oleh kalangan bangsawan yakni

raden AywAjeng diperuntukkan khusus perempuan sedangkan untuk laki-laki raden
Bagus/Aryo/Panji serta gelas kiyai.

*Tempat pemakaman raja-raja yang tempatnya berada pada daratna tinggi, juga biasa

disebut Kompleks Asta Tinggi.

% Organisasi bangsawan yang dimaksud adalah Organisasi PERFAS dan FORSIGEMAS.
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budaya terutama pelestarian peninggalan raja-raja, keturunan bangsawan ikut
andil langsung dalam kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang ada di
pemerintahan.

Kedua, Spectator, tipologi ini merupakan tipologi partisipasi politik
yang aktif menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan mengikuti aturan
yang ada, terutama bagi kalangan bangsawan itu sendiri. Karena realitanya,
kaum bangsawan hanya melakukan partisipasi dalam wilayah output seperti
membayar pajak, memelihara ketertiban dan lain sebagainya. Ketiga,
Aphathenthics, tipologi ini tidak tercermin bagi keturunan bangsawan. Karena
semua keturunan bangsawan menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Selanjutnya, partisipasi politik yang digagas oleh teori Samuel
Huntington dapat terurai diantaranya; partisipasi politik secara individual yaitu
partisipasi yang berangkat dari keyakinan sendiri. Bagi kaum bangsawan
partisipasi ini udah menjadi hak milik pribadi setiap orang. Jadi tidak ada
saling mengusik antara satu dengan yang lainnya. Partisipasi secara kolektif
yaitu partisipasi yang mana dari keturunan bangsawan itu sendiri ikut berperan
dalam Lembaga Swadaya Masyarakat dengan menjalankan kinerja-kinerja
yang ada tersebut seperti menampung aspirasi rakyat. Partisipasi secara
terorganisir yaitu partisipasi melalui organisasi Perfas dan Forsigemas yang
mana partisipasi ini melalui sistem kekeluargaan. Seperti dalam menjaga dan

melestarikan cagar budaya peninggalan raja kraton.



114

Salah satu partisipasi politik bangsawan yakni melalui LSM FKP2I
merupakan suatu kegiatan Berpartisipasi dalam hal pengembangan dan
peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang bertujuan
meningkatkan wawasan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga
kelestarian alam dan lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, seminar,
penelitian, konsultasi dan jasa jasa lainnya.

Menurut R.B Moh. Ramli*® bahwa

“lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Sumenep merupakan salah
satu lembaga yang beranggotakan didalamnya ada keturunan bangsawan.
Juga sebagai pengurus Perfas kraton Sumenep. Walaupun keturunan
bangsawan ikut andil dalam lembaga swadaya masyarakat ini, namun tidak
adanya kontribusi terhadap kraton secara spesifik. Keikutsertaannya dalam
lembaga ini dikarenakan keinginan sendiri.

Kemudian menurut Zainal®’ berpendapat bahwa

“lembaga FKP2I ini merupakan suatu pengembangan Sumber Daya Alam
dan Sumber Daya Manusia, yang mana bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian alam. Memang
dibenarkan bahwa adanya keanggotaan kami ada yang berketurunan
bangsawan, tetapi keberadaan mereka hanya sebagai anggota dan sebagai
pergerakan jalannya LSM ini. Seperti keanggotaannya bapak taufik yang
menjabat sebagai anggota pengurus daerah dibidang pendidikan dan sosial
budaya.”

Jadi, Partisipasi politik yang dilakukan oleh bangsawan melalui
lembaga Swadaya masyarakat ini melainkan hanya rasa kepedulian terhadap
masyarakat yang berangkat dari diri sendiri dengan menjadikan keanggotaan

didalamnya. Dengan hal lain, ketertarikan seseorang karena ada maksud dan

2 R. B.Moh. Ramli M.Si, Camat Kota Sumenep, (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara di kediamannya, pada hari sabtu, tanggal 03 Agustus
2012, le;:at pukul 16.15 WIB.

%! Zainal, pengurus FKP2I dalam bidang Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam, pada hari minggu, pukul 20.40, tanggal 05 Agustus 2012
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tujuan yang diinginkan. Seperti halnya berkeinginan untuk mengembangkan
dan melestarikan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Kegiatan
lain adanya Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendukung kegiatan yang
dilakukan oleh PKK. karena telah ikut serta maju melangkah memberikan
dukungan dan sumbangsih nyata bagi pembangunan pemerintahan dan
kemasyarakatan di Kabupaten Sumenep.

Menurut R. A Nurul Azizah?® bahwa,

“kegiatan PKK yang berada di Sumenep, adalah kegiatan yang bertujuan

untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju

terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha

esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,

kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.,
tak terkecuali keturunan bangsawan juga ikut berperan didalamnya.”

Oleh karena itu, peran PKK dalam pemerintahan Sumenep memberikan
nilai positif bagi masyarakat setempat, tidak terkecuali dengan kaum
bangsawan itu sendiri yang ikut andil dalam menjalankan aktifitas-aktifitas
yang ada. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK meliputi gotong
royong, mengadakan seminar, penyuluhan dll.

Adapun kegiatan silaturahmi tahunan yang dilaksanakan oleh kaum
bangsawan hanyalah untuk mempererat tali persaudaraan atau silaturahmi
yang telah terbangun kokoh pada zaman dahulu kala. Biasanya agenda
tersebut diadakan di area kraton yang mana bertempat di aula Kraton yang
untuk saat ini tempat tersebut dipergunakan para pejabat daerah sebagian ruang

rapat/diskusi.

%3 R. A Nurul Azizah, pedagang dan pengurus masjid Jami’, (untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada bagan I lampiran skripsi ini) Wawancara di kediamannya, pada hari sabtu, tanggal 03
Agustus 2012, tepat pukul 13.45 WIB
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Menurut Hasyim Asy’arie’® bahwa

“...biasanya ketika ada kegiatan yang diharuskan untuk berkumpul
walaupun kegiatan itu formal. Saya sering kali melakukaﬁnya ditempat-tempat
yang selain membuat kita tenang juga permasalahan-permasalahan yang akan
dibahas menjadi terselesaikan. Salah satu tempat yang sering saya kunjungi
yakni bertempat di Aula Kraton. Saya memilih tempat itu karena ingin
melestarikan dan mempergunakan salah satu budaya kraton yang mana harus
digunakan sebagai mana mestinya.”

Dengan itu jelas kiranya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
kalangan bangsawan baik terorganisir maupun non organisir yang dilihat dari
keterangan pemaparan diatas sangatlah menurun. Dengan kata lain,
merosotnya/menurunnya suatu kinerja daerah yang diduduki oleh bangsawan
yang mana berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan itu terjadi
karena tidak adanya penerus-penerus raja Kraton yang cocok dan berkharisma
seperti raja-raja terdahulu. Hal ini bertabu adanya perubahan —perubahan alur
zaman yang semakin modem.

Untuk mempermudah penjelasan partisipasi politik bangsawan dalam

pemerintah Kabupaten Sumenep, lihatlah tabel sebagai berikut:

? Raden Bagus hasyim Asy’arie, Kasubag Pendidikan (Sekretaris DPRD), (untuk lebih
jelasnya dapat diLihat pada bagan II lampiran skripsi ini) Wawancara di kantor DPRD Sumenep,
pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2012. Pukul 10.01 WIB.
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TABEL II

PARTISIPASI POLITIK BANGSAWAN

No Jenis Tipe Bentuk Tipologi | Model Motif
Kegiatan

1. | Pemilu Individu | Spontan Spectator | Conventi | Rasional,
al onal berpikir
2. | Silaturahmi | Kolektif | Terorganisir | Spectator | Unconve Sengaja

Tahunan nsional
3. | Organisasi | Kolektif | Terorganisir | Gladiator | Unconve | Rasional,
Perfas dan nsional sengaja,
Forsigemas berpikir
4. | LSM FKP2I | Kolektif | Terorganisir | Spectator | Unconve | Sengaja,
nsional rasional,
berpikir
5. | PKK Kolektif | Terorganisir | Spectator | Unconve | Sengaja,
ntional rasional
6. | PKB Kolektif | Terorganisir | Spectator | Conventi | Sengaja,
onal Rasional,
berpikir
7. | Golkar Kolektif | Terorganisir | Spectator | Conventi | Sengaja,
onal Rasional,

berpikir




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan data-data yang terkait dengan

pembahasan dalam penelitian ini dan menganalisanya, maka hasil penelitian

ini dapat peneliti simpulkan sebagaimana berikut:

a.

Bahwa eksistensi kalangan bangsawan di Kabupaten Sumenep merupakan
golongan masyarakat yang disegani baik dalam pemerintahan maupun di
masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh kalangan masyarakat Sumenep,
disamping mereka merupakan keturunan priyai, juga dikarenakan mereka

mempunyai tatakrama dan prilaku yang baik dan sopan sehingga mereka

mempunyai tempat tersendiri di dalam masyarakat.

Di samping itu, bentuk keberadaan kalangan bangsawan di Kabupaten
Sumenep yaitu sistem kekeluargaan dilakukan dalam dua wadah
organisasi, antara lain: Yang pertama adalah PERFAS, ketua dan
pengurusnya adalah kalangan bangsawan yang sepuh-sepuh. Yang kedua
adalah FORSIGEMAS yang diketuai dan semua anggotanya adalah
pemuda-pemuda bangsawan. Kedua organisasi tersebut adalah wadah
budaya mereka karena orang-orangnya adalah pelaku sejarah dan
merupakan simbol pengganti kedudukan Raja di tengah-tengah
masyarakat Sumenep yang digunakan baik dalam hal politik, sosial,

budaya dan lain sebagainya.
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b. Bahwa melalui Organisasi-organisasi, LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat), aktif di partai politik dan beberapa diantaranya aktif di
pemerintahan (meskipun hanya level Kecamatan, yakni Camat).
Partisipasi yang ditunjukkan oleh kalangan bangsawan di Kabupatén
Sumenep dilakukan dengan dua bentuk, yaitu secara struktural dan non
struktural. Bentuk partisipasi politik secara struktural, dilakukan oleh
pegawai-pegawai dari keturunan bangsawan yang berada di
pemerintahan hanya sekedar menjalankan roda pemerintah dan tidak
memiliki hak penuh dalam menentukan kebijakan yang ada. Karena pada
periode pemerintahan sekarang tidak ada yang menjabat. Sedangkan
bentuk partisipasi politik secara non struktural, dilakukan oleh kalangan
bangsawan melalui partisipasi sosial dengan menyatukan aspirasi
masyarakat untuk mempengaruhi dan ikut andil terhadap kebijakan-
kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep yang dapat merugikan
kesejahteraan rakyat, dan untuk menyatukan masyarakat untuk ikut
berpartisipasi secara demokratis.

c. Bentuk patisipasi politik kaum bangsawan di kabupaten sumenep semakin
menurun. Karena tidak adanya penerus raja yang menjadi pemimpin di
pemerintahan kabupaten Sumenep. Dan minimnya rasa percaya diri yang
timbul dalam benak kaum bangsawan itu sendiri. Dikarenakan tidak bisa
mengikuti jejak raja terdahulu mengenai kesholihannya, ketekunan dalam

beragama, berjiwa tinggi dll.
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Saran dan Rekomendasi
Dari hasil data yang peneliti peroleh baik dari kajian pustaka
maupun lapangan terkait dengan penulisan penelitian ini, yang berjudul

“Eksistensi Bangsawan (Golongan Darah Biru) dalam Pemerintah Kabupaten

Sumenep ( Studi tentang Partisipasi Politik Golongan Darah Biru)”, maka

peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran dan

rekomendasi dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna bagi perusahaan,
sebagaimana berikut:

a. Tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat kaum bangsawan.
Terutama berkelanjutnya seorang pemimpin dalam pemerintahan di
Kabupaten Sumenep. Karena regenerasi keturunan sangat penting bagi
keturunan bangsawan untuk menjadikan kaum bangsawan secara
kompeten, Arif dan terkenal di masa mendatang.

b. perlunya penambahan pemahaman wawasan dan intelektualitas yang
tinggi mengenai politik dan ketatatnegaraan bagi kaum bangsawan yang
istigomah dalam dunia perpolitikan. Karena popularitas yang dimiliki
kaum bangsawan belum sepenuhnya cukup untuk menjadi
pemimpin/pejabat politik.

c. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai Eksistensi dan partisipasi politik

bangsawan di Kabupaten Sumenep.
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